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vKATA PENGANTAR
 ﮫﻟا ﻰﻠﻋو ﺪﻤﺤﻣ ﺎﻧ ﺪﯿﺳ ﻦﯿﻠﺳﺮﻤﻟاو ءﺎﯿﺒﻧﻻا فﺮﺳا ﻰﻠﻋ مﻼّﺴﻟاو ةﻼّﺼﻟاو ﻦﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ّبر  ﺪﻤﺤﻟا
ﻦﯿﻌﻤﺟا ﮫﺑﺎﺤﺻاو.
Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah swt.Tuhan Yang MahaEsa bagi setiap
hati ciptaan dimuka bumi ini, yang mengajarkan ilmu kepada manusia dan kepada-
Nya manusia yang beriman meminta pertolongan dalam segala aktivitas dunia dan
akhirat, sujud dan do’a serta keselamatan hamba limpahkan kepada Sang Pencipta.
Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad saw. Nabi
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yang membawa risalah kebenaran sampai akhir zaman.
Dalam rangka memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin
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kemampuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Pembagian Harta
Gono-Gini dalam Prespektif Hukum islam ( study kasus Pengadilan Agama
Sungguminasa.
Peneliti menyadari bahwa sejak persiapan dan proses penelitian hingga
pelaporan hasil penelitian terdapat banyak kesulitan dan tantangan yang di hadapi,
namun berkat ridha dari Allah swt. dan bimbingan berbagai pihak maka segala
kesulitan dan tantangan yang dihadapi dapat teratasi. Oleh karena itu, lewat tulisan ini
peneliti mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang turut
membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
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dan kebahagiaan peneliti. Serta kepada saudara-saudara dan sahabat-sahabatsaya
yang tercinta yang selalu memberikan semangat kepada peneliti. Begitu pula peneliti
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vPEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
A. Transliterasi Arab-Latin
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat
dilihat pada tabel berikut:
1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
ب ba b be
ت ta t te
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas)
ج jim j je
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah)
خ kha kh ka dan ha
د dal d de
ذ żal ż zet (dengan titik di atas)
ر ra r er
ز zai z zet
س sin s es
ش syin sy es dan ye
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah)
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah)
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah)
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah)
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik
vi
غ gain g ge
ف fa f ef
ق qaf q qi
ك kaf k ka
ل lam l el
م mim m em
ن nun n en
و wau w we
ه ha h ha
ء hamzah ʼ apostrof
ى ya y ye
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tuggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut:
Tanda Nama Huruf Latin Nama
ا fatḥah a a
ا kasrah i i
ا ḍammah u u
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:
vii
Tanda Nama Huruf Latin Nama
ٸ fatḥah dan yā’ ai a dan i
ٷ fatḥah dan wau au a dan u
Contoh:
 َﻒْﯿَﻛ: kaifa
 َلَْﻮھ: haula
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakatdan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
Harakat dan
Huruf
Nama Huruf dan
Tanda
Nama
ى ... | ا ... fatḥah dan alif atau yā’ ā a dan garis di atas
ى kasrah dan yā’ ī i dan garis di atas
و dammah dan wau ū u dan garis di atas
Contoh:
 َتﺎﻣ: māta
ﻰَﻣَر: ramā
 َﻞِْﯿﻗ: qīla
 ُتْﻮَﻤﯾ : yamūtu
4. Tā’ marbūṭah
Transliterasi untuk tā’ marbūṭahada dua, yaitu: tā’ marbūṭahyang hidup atau
mendapat harakat fatḥah, kasrah,dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan
tā’ marbūṭahyang mati atau mendapat harakat sukun,transliterasinya adalah [h].
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Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭahdiikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaankedua kata itu terpisah, maka tā’
marbūṭahituditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:
ﺔَﺿْوَراﻷ ْط ِلَﺎﻔ: rauḍah al-aṭfāl
 ِﺪََﻤﻟا ْﻟا َُﺔﻨْﯾَﺔﻠِﺿﺎﻔ : al-madīnah al-fāḍilah
ﺔَﻤْﻜَِﺤﻟا: al-ḥikmah
5. Syaddah (Tasydīd)
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arabdilambangkan dengan
sebuahtanda tasydīd ( ّ◌ ), dalamtransliterasi ini dilambangkan dengan perulangan
huruf (konsonanganda) yang diberi tanda syaddah.
Contoh:
 َﺎّﻨﺑَر : rabbanā
 َﺎﻨْﯿَّﺠﻧ : najjainā
 ّﻖََﺤﻟا : al-ḥaqq
 َﻢ ﱡﻌﻧ: nu“ima
 ّوُﺪَﻋ: ‘aduwwun
Jika huruf ى ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahuluioleh huruf kasrah
( ّى) maka ia ditransliterasi seperti hurufmaddah menjadi ī.
Contoh:
 ِّﻰﻠَﻋ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
 ّﻰﺑَﺮَﻋ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
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6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan huruf لا (alif
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasiini, kata sandang ditransliterasi seperti
biasa, al-, baik ketika iadiikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah.
Katasandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.Kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dandihubungkan dengan garis mendatar
(-).
Contoh:
 ُﺲْﻤَّﺸﻟا : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
ﺔﻟَﺰﻟَّﺰﻟا : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
َﺔﻔَﺴَْﻠَﻔﻟا : al-falsafah
 َﺪﻠَﺒﻟا : al-bilādu
7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi
hamzahyang terletak di tengah dan akhir kata.Namun, bila hamzah terletak di awal
kata, ia tidak dilambangkan,karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.
Contoh:
 ْﻣﺄﺗ َنْوُﺮ : ta’murūna
 ُعّْﻮَﻨﻟا: al-nau‘
 ٌءْﻲَﺷ: syai’un
 ُتْر◌ُِمأ : umirtu
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalahkata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasaIndonesia. Kata, istilah atau kalimat
xyang sudah lazim dan menjadibagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau
sering ditulisdalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam
duniaakademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya,
kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, danmunaqasyah. Namun, bila kata-
kata tersebut menjadi bagian darisatu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi
secara utuh.
Contoh:
Fī Ẓilāl al-Qur’ān
Al-Sunnah qabl al-tadwīn
9. Lafẓ al-Jalālah (ﷲ)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf
hamzah.
Contoh:
 ُﻦﯾِد ِﷲ dīnullāh  ِ ِﺎﺑ billāh
Adapun tā’ marbūṭahdi akhir kata yang disandarkankepada Lafẓ al-Jalālah,
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:
 ِﷲ ِﺔَﻤﺣر ِْﻲﻓ ُْﻢھhum fī raḥmatillāh
10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenaiketentuan tentang penggunaan huruf
kapital berdasarkan pedomanejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf
kapital, misalnya,digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat,
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama dirididahului oleh kata
sandang (al-), maka yang ditulis dengan hurufkapital tetap huruf awal nama diri
xi
tersebut, bukan huruf awal katasandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka
huruf A dari katasandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yangdidahului oleh kata
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teksmaupun dalam catatan rujukan (CK, DP,
CDK, dan DR). Contoh:
Wa mā Muḥammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkatamubārakan
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī
Abū Naṣr al-Farābī
Al-Gazālī
Al-Munqiż min al-Ḍalāl
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, makakedua nama terakhir itu harus
disebutkan sebagai nama akhirdalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-WalīdMuḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, NaṣrḤāmidAbū)
B. Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
swt. = subḥānahū wa ta‘ālā
saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
a.s. = ‘alaihi al-salām
xii
H = Hijrah
M = Masehi
SM = Sebelum Masehi
l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w. = Wafat tahun
QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR = Hadis Riwayat
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ABSTRAK
Nama : MILDAYANTI
NIM : 10300113011
Judul: Pembagian Harta Gono-gini di dalam Prespektif Hukum Islam    (Studi
Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa)
Pokok masalah penelitian ini adalah Bagaimana pembagian Harta gono-gini
di lihat dari prespektif Hukum islam? Pokok masalah tersebut selanjutnya di-
breakdown ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Apa
faktor yang menyebabkan terjadinya perselisihan harta gono-gini serta upaya yang
harus dilakukan untuk menyelesaikan pembagian harta gono-gini di tinjau dari
hukum islam?, 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menghadapi pembagian
harta gono-gini apabila kedua belah pihak telah melakukan (syirkah amlak)/
perjanjian dalam percampuran harta?, 3) Bagaimana sengketa harta bersama dapat
terselesaikan secara proposional serta sesuai dengan undang-undang yang berlaku?
Jenis penelitian ini tergolong kualitatif atau dalam penelitian hukum disebut
penelitian empiris dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: yuridis-
normatif dan pendekatan historis. Adapun sumber data penelitian ini adalah Ketua
Pengadilan Agama Sungguminasa, para Hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa
Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi,
wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Lalu, teknik pengolahan data
dilakukan dengan melalui empat tahapan, yaitu: reduksi data, klarifikasi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang diolah dengan teknik analisis data
menggunakan metode analisis kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranPengadilan Agama
sungguminasa sangat berkontribusi menyelesaikan pembagian harta gono-gini di
lihat dari kasus yang telah tuntas dan proposional dan sesuai PERATURAN yang
telah diterapkan,
Implikasi dari penelitian ini antara lain: 1) Sebaiknya penyelesaian
ketidakseimbangan harta gono-gini dilakukan dengan cara-cara yang telah diterapkan
oleh undang-undang dan kalaupun peran ijtihad hakim sangat membantu maka
sebaiknya hakim menyimpulkan dengan tepat apa saja yang harus dilakukan demi
keseimbangan pembagian harta gono-gini.seperti hukum adat.2) Sebaiknya dalam
menyelsaikan masalah peran Pengadilan Agama Sungguminasa lebih detail lagi
dalam membagi harta sesuai dengan Penempatan dan kejelasan aturan sebaiknya
harus lebih jelas agar masyarakat dapat membedakan peraturan kompilasi hukum
islam dan peraturan yang berkembang di tegah tengah masyarakat ijtiahad hakim.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Menurut Hanafiyah bahwa harta mesti dapat disimpan, maka sesuatu yang
tidak dapat disimpan tidak dapat disebut harta, tetapi manfaat termasuk milik,
Hanafiyah membedakan harta dengan milik, yaitu:
Milik adalah sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dicampuri
penggunaanya oleh orang lain. Sedang, Harta adalah segala sesuatu yang dapat di
simpan untuk digunakan ketika dibutuhkan, dalam penggunaanya bisa dicampuri oleh
orang lain, maka menurut Hanafiyah yang dimaksud harta hanyalah sesuatu yang
berwujud (a'yan). Dan dimana kita ketahui fungsi harta bagi manusia sangat
memberikan manfaat, dan amat banyak kegunaanya, baik kegunaan dalam hal yang
baik, maupun kegunaan dalam hal yang jelek, diantara sekian banyak fungsi harta
antara lain sebagai berikut:
a. Berfungsi untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas (mahdhah),
sebab untuk ibadah memerlukan alat-alat, seperti kain untuk menutup aurat
dalam pelaksanaan shalat, bekal untuk melaksanakan ibadah haji, berzakat,
shadaqah, hibbah dan yang lainnya.
b. Untuk meningkatkan keimanan (ketakwaan) kepada Allah, sebab kefakiran
cenderung mendekatkan diri kepada kekufuran, maka pemilikan harta
dimaksudkan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah.
c. Untuk meneruskan kehidupan dari satu periode ke periode berikutnya.
d. Untuk menyelaraskan (menyeimbangkan) antara kehidupan dunia dan akhirat.
2e. Untuk mengembangkan dan menegakkan ilmu-ilmu, karena menurut ilmu
tanpa modal akan terasa sulit, seperti seorang tidak bisa kuliah di perguruan
tinggi bila iya tidak memiliki biaya.
f. Untuk memutarkan (mentasharuf) peranan-peranan kehidupan yakni adanya
pembantu dan tuan. Adanya orang kaya dan miskin sehingga antara pihak
saling membutuhkan, karena itu tersusunlah masyarakat yang harmonis dan
berkecukupan.
g. Untuk menumbuhkan silaturahim, karena adanya perbedaan dan keperluan.1
Dari beberapa fungsi di atas dapat kita ketahui pentingnya harta dalam proses
interaksi dimanapun dan kapanpun.
Oleh sebab itu pentingnya Harta dalam keluarga untuk orang-orang di
sekeliling kita Namun Di antara hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat
Indonesia yang kemudian diadobsi oleh pemerintah sebagai hukum positif adalah
hukum tentang harta bersama. Penyebutan harta bersama di berbagai daerah
sebenarnya berbeda-beda. Selain itu, tata cara pembagian harta bersama pun juga
beragam. Namun demikian dalam perkembanganya, Seperti yang terdapat dalam
undang-undang perkawinan maupun kompilasi hukum islam, konsep pembagian
harta bersama adalah bahwa masing-masing suami istri berhak atas separuh harta
bersama ketika terjadi perceraian atau kematian salah satu pasangan.2 Dalam hukum
adat harta bersama merupakan bagian dari harta perkawinan. Harta perkawinan
adalah harta benda yang dapat di gunakan oleh suami-istri untuk membiayai biaya
1Hendi Suhendi, FIQH MUAMALAH, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.9-29
2Muhammad Isna wahyudi, Pembaruan Hukum Perdata Islam (Bandung: CV. Mandar Maju,
2014), h.78-84
3hidup mereka sehari-hari beserta anak-anaknya. Suami dan istri sebagai suatu
kesatuan bersama anak-anaknya dalam masyarakat adat di sebut somah atau serumah.
Dengan demikian, harta perkawinan pada umumnya diperuntukkan bagi keperluan
somah. Dalam harta perkawinan terdapat dua hukum yang berlaku selain hukum
positif ada juga hukum adat sebagai berikut:
Harta perkawinan dalam hukum adat, menurut Ter Haar, dapat di pisah
menjadi empat macam sebagai berikut:
a. Harta yang di peroleh suami atau istri sebagai warisan atau hibah dari
kerabat masing-masing dan dibawa ke dalam perkawinan.
b. Harta yang diperoleh suami atau istri untuk diri sendiri serta atas jasa diri
sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan.
c. Harta yang dalam masa perkawinan di peroleh suami dan istri sebagai
milik bersama.
d. Harta yang di hadiahkan kepada suami dan istri bersama pada waktu
pernikahan.
Menurut Prof.Djodjodigoeno dan Tirtawinata,SH dalam bukunya
"Adatprivaatcht Van Middel-Java", masyarakat jawa Tengah membagi harta
perkawinan menjadi dua macam, yaitu:
a. Harta asal atau harta yang dibawa ke dalam perkawinan.
b. Harta milik bersama atau harta perkawinan.
Penjelasan tentang harta asal adalah sebutan bagi harta pribadi seseorang
(suami atau istri) di dalam suatu perkawinan, sementara harta bersama adalah harta
hasil usaha bersama (suami-istri) di dalam perkawinan mereka.
4Harta asal dapat diperoleh seseorang di luar (sebelum) atau di dalam suatu
perkawinan melalui lembaga pengasingan (pengalihan hak) seperti jual beli, tukar
menukar, waris, hibah, dan lain-lain. Dalam hal seseorang tidak terikat dalam suatu
perkawinan, maka semua penghasilannya merupakan bagian dari harta peribadinya.
Namun dalam hal seorang terikat dalam suatu perkawinan, maka kedudukan
penghasilan dari harta asal menjadi bergeser seiring dengan munculnya kewajiban
bagi orang tersebut di dalam perkawinanya.
Penghasilan dari harta asal seorang istri secara mutlak dipandang sebagai
bagian dari harta asalnya. Itu dapat dipandang demikian karena istri tidak dibebani
kewajiban mencari atau memberi nafkah bagi suaminya, melainkan sebagai pembantu
(mitra) bagi suaminya dalam mencari nafkah.
Harta asal seorang suami dipandang sebagai modal untuk mencari nafkah bagi
keluargannya. Oleh sebab itu, penghasilan dari harta asal suami tidak dipandang
sebagai bagian dari harta asalnya, melainkan sebagai bagian dari harta bersama
suami-istri tersebut. Itu dipandang demikian karena suami dibebani kewajiban
mencari atau memberi nafkah bagi istri-istri dan anak-anaknya. Ilustrasi untuk hal-hal
di atas adalah sebagai berikut.
Pembedaan harta bersama dari harta asal memiliki nilai penting dalam
perkawinan dan pewarisan. Pembedaan harta bersama dari harta asal didalam
perkawinan diperlukan untuk menetapkan harta-harta yang dapat dikategorikan
sebagai harta peninggalan.
5Di  atas telah dikemukakan bahwa harta bersama adalah harta hasil usaha
bersma (suami-istri) di dalam perkawinan mereka. Hak atas harta bersama
seorang suami lebih besar dari istrinya.3 Allah berfirman dalam surah An-Nisā/4:
32 sebagai berikut:
                   
                 
 
Terjemahannya:
32.Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian
kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada
bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada
bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari
karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.4
Ayat ini berpesan agar tidak berangan-angan dan berkeinginan yang dapat
mengantar kepada pelangaran-pelanggaran ketentuan-ketentuan Allah, termasuk
ketentuan-Nya menyangkut pembagian waris dimana laki-laki mendapat bagian
lebih banyak dari perempuan. Pesan ayat ini adalah: Dan janganlah kamu
berangan-angan yang menghasilkan ketamakan terhadap apa yang dikaruniakan
Allah kepada sebagian kamu, seperti harta benda, bagian dalam warisan, harta
anak yatim, kedudukan, kecerdasan, nama baik, jenis kelamin dan lain-lain yang
kualitasnya lebih baik atau jumlahnya lebih banyak dari apa yang dianugrakan-
Nya kepada sebagian yang lain. Allah menganugrahkan kepada setiap orang dan
jenis apa yang terbaik untuknya, guna melaksanakan fungsi dan misinya dalam
3Otje salman,  mustofa Haffas, Hukum waris Islam (Bandung: Refika Aditama, 2010), h.11-
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4Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahanya (Bandung: diponogoro, 2014), h. 34
6hidup ini. Karena itu, jangan berangan-angan memperoleh sesuatu yang mustahil,
atau berangan-angan yang membuahkan iri hati dan dengki, serta penyesalan. Bagi
laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, sesuai ketetapan Allah dan
usahanya, dan bagi para wanitapun ada bagian dari apa yang mereka usahakan,
itu juga sesuai ketetapan Allah dan usaha mereka, dan mohonlah kepada Allah apa
yang engkau inginkan kiranya Yang Maha Kuasa itu menganugrahkan sebagian
dari karunia-Nya. Arahkan harapan dan keinginan kamu kepada-Nya, bukan
kepada orang lain. Jagan berangan-angan apalagi iri hati. Sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui segala sesuatu, termasuk harapan dan keinginan kamu,
demikian juga angan-angan dan iri hati kamu.5
Sementara menurut wirjono prodjodikoro, SH dalam bukunya " Hukum
perkawinan di Indonesia ", menjelaskan bahwa harta perkawinan menurut adat
terbagi menjadi harta milik masing-masing suami atau istri dan harta bersama.
Adapun harta perkawinan yang menjadi harta milik masing-masing suami
atau istri mencakup:
a. Harta yang di peroleh masing-masing suami-istri sebagai warisan dari
orang tua atau nenek-moyang.
b. Harta yang di peroleh masing-masing suami-istri sebagai hibah atau hasil
usaha sendiri.
Penyebutan harta bersama suami-istri berbeda dari satu daerah dengan daerah
lainnya. Di Minangkabau harta bersama disebut dengan "harta suarang", di
Kalimantan di sebut "barang perpantangan", di bugis di sebut dengan "cakkara",
5 M. Quraish Shihab, Tafsir AL-MISBAH  (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.416-417
7di bali disebut dengan "druwe gabro", di jawa disebut dengan "barang gini", dan
di Pasudan di sebut dengan "guna kaya","barang sekaya", "campur kaya", atau
"kaya reujeung".
Adapun di beberapa daerah terdapat pengecualian terhadap harta bersama
tersebut. Di aceh, penghasilan suami menjadi milik pribadinya sendiri, apabila
istrinya tidak memberikan suatu dasar materil yang berbentuk suatu kebun atau suatu
pekarangan kediaman bagi keluarga atau tidak memberi bekal kepada suaminya yang
mengadakan suatu perjalanan. Sementara di Jawa Barat, apabila pada saat
perkawinaan istri kaya sedangkan suami miskin (Perkawinan nyalindung kagelung),
maka penghasilan yang di peroleh semasa perkawinan menjadi milik istri sendiri. Di
kudus-kulon (Jawa Tengah) dalam lingkungan para pedagang, maka suami dan istri
masing-masing tetap memiliki barang-barang yang mereka bawa ke dalam
perkawinan dan juga barang-barang yang mereka peroleh masing-masing selama
perkawinan.
Adanya harta bersama dalam perkawinan merupakan gejala umum dan telah
menjadi azas umum dalam hukum adat seiring dengan pertumbuhan somah yang
semakin kuat di dalam masyarakat yang menggeser kedudukan dan pengaruh
keluarga besar atau kerabat dalam masalah harta perkawinan.
Di daerah-daerah lain yang mengakui adanya harta bersama memiliki
konsepsi bahwa segala kekayaan yang di peroleh suami atau istri selama perkawinan
berlangsung termasuk harta bersama, selama suami istri tersebut sama-sama bekerja
untuk keperluan somah. Dan pengertian bekerja itu sendiri lama-kelamaan menjadi
semakin luas dan kabur, sehingga seorang istri yang bekerja di rumah saja untuk
8memelihara anak-anak dan mengurus rumah tangga, sudah di anggap bekerja juga,
sehingga dalam hal ini semua kekayaan yang in concreto di peroleh suami menjadi
harta bersama. Ini adalah sesuatu yang wajar, sebab meskipun pihak istri tidak
bekerja sendiri untuk memperoleh harta tersebut, namun dengan memelihara anak-
anak dan membereskan urusan rumah tangga itu, pihak suami telah menerima
bantuan yang sangat berharga dan sangat mempengaruhi kelancaran pekerjaannya
sehari-hari, sehingga secara tidak langsung juga mempengaruhi jumlah harta yang di
peroleh. Selain itu, apabila dalam mengurus rumah tangga sehari-hari, istri mampu
melakukan penghematan yang pantas, maka secara langsung istri juga membantu
dalam memelihara dan memperbesar harta milik bersama suami istri. Oleh karena itu,
anggapan umum yang saat ini berlaku adalah bahwa harta yang di peroleh selama
dalam perkawinan selalu menjadi milik bersama suami istri, tanpa mempersoalkan
siapakah yang sesungguhnya berjerih payah memperoleh harta tersebut.
Hukum adat juga mengatur pembagian harta bersama ketika perkawinan
berakhir akibat kematian salah satu pihak atau akibat perceraian. Tidak ada
keseragaman dalam hukum adat mengenai tata cara pembagian harta bersama.
Namun demikian yang menjadi urus utama dalam pembagian harta bersama adalah
bahwa suami atau istri masing-masing mendapat separuh dari harta bersama. namun
yang kita lihat peraturan tersebut hanya berlaku pada kasus-kasus tertentu saja di
pengadilan yang mengatur peraturan yang berlaku Baik hukum Nasional ataupun
dalam kompilasi Hukum Islam.
Beberarapa daerah di jawa tengah memiliki kebiasaan pembagian harta
bersama yaitu suami mendapatkan dua-pertiga dan istri mendapat sepertiga. Asas
pembagian tersebut di Jawa Tengah di sebut asas "sekgendong sekpikul" Tata cara
9pembagian seperti ini juga di kenal di pulau bali berdasarkan asas "sasuhun-
sarembat."Begitu juga di kepulauan banggai, terdapat asas dua-pertiga dan sepertiga
tersebut. Akan tetapi, dalam perkembangannya, asas "sekgendong sakpikul," atau
"sasuhun-serembat," dalam pembagian harta bersama makin lama makin lenyap.
Kemudian dalam hal salah satu pihak meninggal dunia, maka lazimnya semua
harta bersama tetap berada di bawah kekuasaan pihak yang masih hidup dan dia
berhak untuk menggunakan harta bersama tersebut untuk keperluan hidupnya. Tetapi
dalam hal sudah tersediah secara pantas sejumlah harta yang diambilkan dari harta
bersama tersebut untuk keperluan hidupnya, maka kelebihannya dapat dibagi oleh
para ahli waris. Kalau terdapat anak, maka anak itulah yang menerima bagiannya
sebagai harta asal. Sedangkan kalau tidak ada anak, maka sesudah kematian suami
atau istri yang hidup lebih lama, harta bersama tersebut harus di bagi antara kerabat
suami dan kerabat istri menurut ukuran pembagian yang sama dengan ukuran
pembagian yang di gunakan suami istri seandainnya mereka masih hidup serta
membagi harta bersama tersebut. Adapun dalam Hukum Positif Undang-Undang
Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) diatur dalam pasal 35-37. Pasal 35 (1)
menyatakan bahwa harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta
bersama, sementara Pasal 35 (2) menjelaskan bahwa harta bawaan dari masing-
masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan
hukum mengenai harta bendanya. Kemudian pasal 37 menjelaskan bahwa bila
perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya
masing-masing. Pasal 37 ini mengindikasikan bahwa ketika terjadi perceraian, harta
bersama yang diperoleh oleh pasangan suami istri selama perkawinan dapat di atur
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dengan menggunakan aturan yang berbeda-beda tergantung pada variasi hukum adat
atau hukum lain di luar hukum adat.
Perlu di ketahui bahwa pasal 35-37 di atas disusun berdasarkan pada nilai-
nilai umum yang muncul dalam aturan adat tengtang harta bersama, yaitu: (1)
masing-masing pihak dalam perkawinan memiliki hak untuk mengambil keputusan
terhadap harta yang mereka peroleh sebelum nikah, dan (2) dengan ikatan
perkawinan, istri maupun suami secara intrinsic memiliki posisi yang setara terkait
dengan kekayaan keluarga terlepas pihak mana yang sebenarnya mengusahakan aset
tersebut.
Adapun dalam kompilasi Hukum Islam (inpres No. 1 Tahun 1991)
Dalam Bab XIII, kompilasi hukum islam mengatur masalah harta bersama dalam
perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 85-97. Pasal 85 menjelaskan bahwa
adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya
harta milik masing-masing suami atau istri. Pasal 86 (1) menyatakan bahwa pada
dasarnya tidak ada percampuran harta suami dan istri karena perkawinan, sementara
pasal 86 (2) mengatur bahwa harta istri tetap menjadi hak istri dan di kuasai penuh
olehnya. Pasal 87 (1) mengatur bahwa harta bawaan dari masing-masing sebagai
hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para
pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan, sedangkan pasal 87 (2)
menyatakan bahwa suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan
perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau
lainnya. Pasal 88 menjelaskan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami dan
istri tengtang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu di ajukan pada
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pengadilan agama. Pasal 89 menyatakan bahwa suami  bertanggung jawab menjaga
harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.
Pasal 91 terdiri dari empat ayat: (1) harta bersama sebagaimana tersebut
dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud; (2) harta
bersama yang berwujud dapat meliputi benda yang tidak bergerak, benda bergerak
dan surat-surat berharga; (3) harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan
kewajiban; dan (4) harta bersama dapat di jadikan sebagai barang jaminan oleh salah
satu pihak atas persetujuan pihak lain tidak di perbolehkan menjual atau
memindahkan harta bersama. Dan
Pasal 93 terdiri dari 4 ayat: (1) pertanggungjawaban terhadap hutang suami
atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing; (2) pertanggung jawaban
terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada
harta bersama; (3) bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta
suami; (4) bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta
istri.
Pasal 94 terdiri dari dua ayat: (1) harta bersama dari perkawinan seorang
suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri
sendiri; (2) pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai
istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat
berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat.
Pasal 95 terdiri dari dua ayat: (1) dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24
ayat (2) huruf c peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 136 ayat (2), suami
atau istri dapat meminta pengadilan agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta
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bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan
perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk,
boros dan sebagainya; (2) selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta
bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.
Pasal 96 terdiri dari dua ayat: (1) apabila terjadi cerai mati, maka separuh
harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama; (2) pembagian harta
bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus
ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara
hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. Dan terakhir, pasal 97 mengatur bahwa
janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama
sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
Pada dasarnya kehidupan berumah tangga, kedua belah pihak suami dan istri
dalam ikatan perkawinan tentunnya ingin memiliki keluarga sakinah, mawaddah dan
warahmah guna mendapatkan keharmonisan keluarga, serta kesejahtraan ekonomi
dalam membagun keluarga yang berkecukupan sehingga suami dan istri bekerja
saling bahu membahu dalam mencukupi kebutuhan Rumah tangga serta mengasuh
anak-anak mereka dengan hasil yang mereka kumpulkan yaitu Harta dari masing
masing kedua belah pihak baik itu harta bersama, perolehan ataupun bawaan. karena
itu semua termasuk jerih payah mereka utamanya harta bersama/gono-gini yaitu harta
bersama suami istri selama perkawinan yang sah. Atau dalam kompilasi hukum islam
(pasal 1 huruf (f) harta bersama adalah harta yang di peroleh baik sendiri-sendiri atau
bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa
mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Pada masa lalu orang yang di undang
selalu memberi hadiah dalam bentuk barang yang harganya tidak terlalu mahal. Harta
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perkawinan jenis ini menjadi harta bersama suami istri.6 Akan tetapi saat ini orang
lebih sering memberi uang dari pada barang walau masih ada juga yang memberi
barang di mana kita ketahui harta adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan
manusia guna membagun hidup yang produktif karena harta merupakan tonggak
keluarga, akan tetapi kita lihat saat sekarang ini banyak anggota keluarga yang
dihadapkan degan polemik masalah keluarga salah satunnya adalah harta dari kedua
belah pihak yang berselisih dalam perkawinan yang berupa: Harta bersama, Harta
bersama dalam perkawinan di mana harta yang di peroleh suami istri selama dalam
ikatan perkawinan. Hal itu di atur dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tengtang Harta kekayaan dalam perkawinan sedangkan dalam kompilasi hukum
Islam di istilahkan dengan istilah “syirkah” yang berarti harta yang di peroleh baik
sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan
berlangsung,tanpa memepersoalkan terdaftar atas nama siapapun7.
Menurut ketentuan pasal tersebut harta kekayaan dalam perkawinan
dibedakan menjadi tiga macam yaitu: Harta bersama, Harta bawaan dan Harta
perolehan, adapun pada harta perolehan ini dapat di katakana harta asal adalah semua
harta benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang di peroleh dari leluhur
mereka secara kolektif. Harta ini pada umumnya di peroleh melalui proses pewarisan.
Proses pewarisan itu bisa dalam bentuk hibah maupun wasiyat. Harta asal ini terdiri
dari dua tingkat yaitu: harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah di mana harta
pusaka tinggi adalah harta benda (baik berwujud= materil goederen) maupun tidak
6 Dominikus Rato, Hukum benda dan harta kekayaan adat (yogyakarta: LaksBang PRESSindo,
2016), h.32
7 Adib Bahari, Prosedur Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-Gini, Hak Asuh Anak
(Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), h.154
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berwujud= immaterial goederen) yang di terima melalui nenek moyan/leluhur. Harta
pusaka tinggi ini merupakan harta kekayaan kerabat yang di kuasai secara kolektif.
Pada umumnya harta pusaka tinggi ini di hitung pada tingkat 3 (tiga) kakek-nenek ke
atas setelah ego, misalnya pada masyarakat jawa, hitungan pusaka tinggi di mulai dari
leluhur hingga canggah. Harta benda yang di peroleh di bawah canggah yaitu buyut,
kakek-nenek (embah), dan ayah-ibu termasuk harta pusaka rendah. Ukuran ini
mungkin saja berbeda di setiap masyarakat hukum adat, namun secara umum
gambaran sebagaimana tersebut di atas dapat diterima.8 harta pusaka rendah karena
harta mutlak di perlukan oleh manusia untuk mencukupi segala keperluan manusia.
akan tetapi dalam konteks Islam harta bukanlah milik manusia melainkan milik Allah
swt pemilik segala-galanya di muka bumi ini. oleh sebab itu harta sangat di hargai
oleh semua orang, utamanya pihak yang telah berkeluarga suami dan istri. oleh sebab
itu pada zaman voc eksistensi hukum keluarga islam telah di akui dan berlaku dalam
masyarakat dan di akui pula oleh kerajaan-kerajaan Islam yang kemudian di himpun
dalam kitab hukum Islam yang di kenal dengan Compendium Freijer. Kitab Hukum
Islam tersebut berisi aturan-aturan hukum keluarga, perkawinan dan kewarisan Islam
untuk daerah-daerah Cirebon, Semarangdan Makassar (Bone dan Gowa)9. akan tetapi
kita lihat sekarang ini utamanya dalam hukum keluarga mengenai harta kekayaan
yang jika terjadi Cerai Mati dan Cerai Hidup masih banyak hukum yang tidak adil
dalam menentukan pembagian harta gono-gini. Dapat kita lihat seperti halnya kasus
8 Dominikus Rato, Hukum benda dan harta kekayaan adat (yogyakarta: LaksBang
PRESSindo, 2016), h.23
9 Abdul kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
2014), h.58
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pengugat dan Tergugat dalam penyelesaian harta gono-gini dalam putusan
Pengadilan Agama Sungguminasa NO:90/Pdt.G/2005/PA.Sgm.
Ternyata pasal 37 undang-undang perkawinan belum memberikan
penyelesaian tuntas mengenai harta bersama dalam hal terjadi perceraian, malahan
masih menghidupkan Dualisme Hukum. padahal hukum adat sudah memberikan
penyelesaian yang adil yaitu separuh bagi mantan suami dan separuh bagi mantan
istri. Demikian juga KUHPdt memberikan penyelesaian bahwa harta
Bersama di bagi dua antara suami dan istri.10 Sehingga penulis menarik pembahasan
dengan judul‘’PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI DALAM PRESPEKTIF
HUKUM ISLAM.’’.
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
1.Fokus penelitian :
a. Harta Gono-gini
b. Hukum Islam
2.Deskripsi fokus :
a. Pengertian Harta Gono-gini adalah harta bersama baik harta bergerak (mobil,
motor, saham, dan lain-lain) yang diadakan selama masa perkawinan, dan yang
tidak termasuk harta gono-gini adalah harta warisan, hadiah dan hibah bawaan.
b. Hukum islam adalah  keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap
muslim dalam segala aspeknya.11
10 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indoneia (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
2014), h.125.
11Mardani, Hukum islam (Jakarta: Kencana PRENADAMEDIA GROUP, 2015), h. 9
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NO Fokus Penelitian Deskripsi Fokus
1 Pengertian Harta Gono-gini Pengertian Harta Gono-gini
adalah harta bersama baik
harta bergerak (mobil, motor,
saham, dan lain-lain) yang di
adakan selama masa
perkawinan, dan yang tidak
termasuk harta gono-gini
adalah harta warisan, hadiah
dan hibah  bawaan.
2 Pengertian Hukum Islam Hukum islam adalah
keseluruhan kitab Allah yang
mengatur kehidupan setiap
muslim dalam segala
aspeknya.
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C. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada latar belakang masalah maka pokok permasalahanya yaitu
Bagaimana pembagian Harta gono-gini di lihat dari prespektif Hukum islam.
Dari pokok permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan sub masalah
sebagai berikut:
1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya perselisihan Harta Gono-Gini?
2. Bagaimana upaya penyelesaian pembagian Harta Gono-Gini di tinjau
dari Hukum Islam?
3. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam  menghadapi Pembagian
Harta Gono-Gini?
D. Kajian Peneliti Terdahulu
Dalam kajian pustaka ini, penulis akan memaparkan tentang beberapa sumber
yang membicarakan masalah tersebut di antaranya :
1. .Zainuddin Ali, dalam bukunya Hukum Perdata Islam di Indonesia
menyatakan bahwa Harta bersama, peraturan hukum dalam harta bersama,
dalam perkawinan adalah harta yang di peroleh suami istri selama dalam
ikatan perkawinan. Peraturan hukum dalam harta bersama di atur dalam pasal
35 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tengtang perkawinan salah satunya
Harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
Namun buku ini tidak membahas tengtang harta asal atau harta bawaan.
2. Abdul kadir Muhammad, dalam bukunnya Hukum Perdata Indonesia
menjelaskan tentang harta bersama, harta bawaan dan harta perolehan, Harta
bersama adalah harta kekayaan yang di peroleh suami dan istri selama dalam
18
ikatan perkawinan, Harta bawaan adalah suami menguasai harta miliknya dan
istri juga menguasai harta miliknya sedangkan, Harta perolehan adalah
masing-masing secara prinsip penguasaanya sama seperti harta bawaan baik
suami maupun istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum
mengenai harta perolehannya. Namun buku ini tidak membahas tengtang
pembagian harta apabila cerai mati dan cerai hidup.
3. Dr.Munir Fuady,SH.,MH.,LL.M. Dalam bukunya Konsep HUKUM
PERDATA Menjelaskan tengtang prinsip dasar tengtang harta perkawinan,
tengtang kewenangan  Bertindak terhadap harta suami dan istri selama masih
dalam status perkawinan prinsip Dasar tengtang perkawinan adalah harta
bawaan menjadi hak masing-masing, seluruh Hasil dari harta bawaan menjadi
hak pribadi dari harta bawaan tersebut dan seluruh Harta yang di peroleh salah
satu pihak sebagai warisan, hibah atau wasiat menjadi hak-hak pribadi dari
penerima warisan, hibah atau wasiat tersebut. serta harta yang di dapat Oleh
salah satu pihak atau oleh kedua belah pihak selama dalam perkawinan
kecuali, Harta yang di peroleh karena warisan, hibah atau wasiat menjadi
milik bersama suami (gono-gini). dan para pihak menentukan sendiri status
hartanya. Dalam perjanjian perkawinan yang di buat sebelum perkawinan
berlangsung.Tengtang kewenangan bertindak terhadap harta-harta semasa
suami dan istri masih dalam status perkawinan adalah sebagai berikut
terhadap harta pribadinya, terhadap harta bersama dan juga para pihak
bercerai hidup,maka harta bersama (gono-gini) di bagi sesuai hukumnya
masing-masing yang umumnya di bagi dua sama besar, Namun buku ini tidak
membahas tengtang pembagian apabila cerai mati.
19
4. Sophar Meru Hutagalung, Dalam bukunya Praktik Pradilan Perdata
Menjelaskan tengtang akibat dari terjadinya perceraian atau putusnya ikatan
perkawinan karena putusan pengadilan, khususnya perceraian sebagai akibat
dari adanya putusan pengadilan (Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974), salah satu
kemungkinanya adalah timbulnya sengketa pembagian harta bersama dan
masalah anak. Namun buku ini tidak menjelaskan secara rinci tentang
permaslahan harta bersama.
5. Neng Yani Nuryani, Dalam bukunya Hukum Perdata Menjelaskan tengtang
perjanjian perkawinan dalam KUHPerdata, menurut KUHPerdata, sejak
perkawinan dilangsungkan demi hukum, terjadilah persatuan harta antara
suami dan istri. Dengan demikian, harta bawaan, menurut KUHPerdata
otomatis masuk ke dalam harta bersama perkawinan. Sebaliknya, jika ada
bagian dari harta bawaan yang tidak ingin dimasukkan kedalam harta
bersama.
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E. Tujun Penelitian dan Kegunaan Penelitian
Setiap penelitian memiliki tujuan dan kegunaan, adapun tujuan dan
kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.Tujuan
a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perselisihan Harta Gono-
Gini.
b. Untuk mengetahui upaya penyelesaian pembagian Harta Gono-Gini di
tinjau dari Hukum Islam
c. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menghadapi pembagian
Harta Gono-Gini
2. kegunaan
1. Kegunaan Akademik
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah kedalaman dan
keluasan ilmu yang berkaitan dengan pembagian harta gono-gini dalam
prespektif islam.
2.Kegunaan Praktis
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan
baru yang secara faktual terjadi dalam masyarakat mengenai permasalahan
dalam pembagian harta gono-gini.
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BAB II
TINJAUAN TEORETIS
A. Pengertian Harta Gono-Gini
Harta gono-gini dalam istilah hukum juga di sebut sebagai harta bersama.
Harta gono-gini adalah harta bersama baik harta bergerak (mobil, motor, saham ,dan
lain-lain) yang di adakan selama dalam masa perkawinan, dan yang tidak termasuk
harta gono-gini adalah harta warisan, hadiah dan hibah bawaan12. seiring dengan
pengertian harta bersama perkawinan sebagaimana di atur dalam UU No.1 Tahun
1974 dan KUHPerdata harta bersama perkawinan dalam Kompilasi  Hukum Islam di
istilahkan dengan istilah “syirkah’’yang berarti harta yang di peroleh baik sendiri-
sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa
mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun. Namun secara tegas ketentuan
mengenai harta bersama dan permasalahannya tidak di jumpai aturanya di dalam al –
Qur’an maupun hadis nabi.Demikian pula pada kitab fikih klasik tidak di jumpai
pembahasan masalah ini. Hal ini dapat di pahami, karena sistem kekeluargaan yang di
bina pada masyarakat arab tidak mengenal harta bersama, sebab yang berusaha dalam
keluarga adalah suami. Sementara itu sang istri hanya bertugas mengatur urusan
rumah tangga.13Akan tetapi para ahli hukum di Indonesia berbeda pendapat tengtang
harta bersama. Pendapat pertama mengatakan bahwa harta bersama ada di atur dalam
syari’at islam. Adanya harta bersama di dasarkan kepada ayat-ayat al-Qur’an, seperti
surat al-Baqarah ayat 228, surat Ān-Nisa’ ayat 21 dan 34; ayat ini mengisyaratkan
bahwa harta bersama merupakan harta yang di peroleh suami dan istri karena
12Adib Bahari, Prosedur Gugatan Cerai,Pembagian Harta Gono-Gini,Hak AsuhAnak
(Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), h.153
13Anshary MK,Hukum perkawinan di Indonesia(Yogyakarta:Pustaka pelajar,2010),h.129-
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usahanya, baik mereka bekerja bersama-sama atau hanya suami saja yang bekerja
sedangkan istri mengurus rumah tangga.Pendapat kedua menganggap bahwa harta
bersama tidak di kenal dalam islam, kecuali syrikah (perjanjian) antara suami-istri
yang di buat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Sedangkan pendapat
A.Hasan Bangil yang di kutib H. Zein Bajeber menganggap harta bersama dalam
hukum adat dapat di terima dalam hukum islam, dan di anggap tidak bertengtangan.
Adapun hadis tengtang harta gono-gini sebagai berikut:
Dari Katsir bin Abdillah bin Amr bin Auf al-Muzani, dari bapaknya dari
kakeknya, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Berdamai itu
boleh dilakukan antara kaum muslimin, kecuali sebuah perdamaian yang
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin itu
tergantung pada syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi no.1370, Ahmad 2:366, dan Abu Dawud
no. 3594)
Saat menerangkan hadis di atas, ash-Shan’ani berkata, “Para ulama telah membagi
ash-shulh (perdamaian) menjadi beberapa macam: perdamaian antara muslim dan
kafir, perdamaian antara suami dan istri, perdamaian antara kelompok yang bughat
(zalim) dan kelompok yang adil, perdamaian antara dua orang yang mengadukan
permasalahan kepada hakim, perdamaian dalam masalah tindak pelukaan seperti
pemberian maaf untuk sanksi harta yang mestinya diberikan, dan perdamaian untuk
memberikan sejumlah harta milik bersama dan hak-hak. Pembagian inilah yang
dimaksud di sini, yakni pembagian yang disebut oleh para ahli fiqih dengan ash-
shulh (perdamaian).
23
B. Macam-Macam Harta Kekayaan dalam Perkawinan
1. Harta bersama
Harta kekayaan yang di peroleh suami dan istri selama dalam ikatan
perkawinan.Harta bersama di kuasai oleh suami dan istri.Suami atau istri dapat
bertindak terhadap harta bersama atas persetujuan dua belah pihak (pasal 36 ayat
(1) Undang-Undang perkawinan.Terhadap harta bersama,suami dan istri
mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
2.Harta Bawaan
Harta bawaan di kuasai oleh masing-masing pemiliknya yaitu suami
menguasai harta miliknya dan istri menguasai harta miliknya.masing-
masingsuami atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum
mengenai harta kekayaanya (pasal 36 ayat (2) Undang-Undang
perkawinan).Akan tetapi,apabila suami dan istri menentukan lain misalnya
dengan perjanjiaan perkawinan,penguasaan harta bawaan di lakukan sesuai isi
dari perjanjian itu demikian juga apabila terjadi perceraian harta bawaan di
kuasai dan di bawa oleh masing-masing pemiliknya kecuali,jika di tentukan lain
dalam perjanjian perkawinan. Dapat kita lihat asal-usul harta bawaan Undang-
Undang No 1 Tahun 1974 Tengtang perkawinan maupun kompilasi hukum islam
tidak memberikan rumusan yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan
harta bawaan. Dalam Pasal 35 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tengtang
perkawinan hanya dirumuskan sebagai berikut, "Harta bawaan dari masing-
masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai
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hadiah adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak
menentukan lain."
Ketentuan pasal tersebut tidak cukup memberi pemahaman kepada kita
mengenai harta bawaan. untuk merumuskan pengertian harta bawaan dapat
dibantu dengan memahami ketentuan Pasal 35 ayat (1) UUPerkawinan yang
berbunyi, "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda
bersama." Dari ketentuan pasal ini barulah tergambar bahwa harta bawaan adalah
harta benda yang diperoleh suami istri sebelum melangsungkan perkawinan dan
dibawa masuk ke dalam perkawinan, kecuali hadiah atau warisan yang diterima
suami atau istri meskipun dalam ikatan perkawinan termasuk harta bawaan.
Sebagai harta bawaan, maka penguasaanya berada di bawah penguasaan masing-
masing suami istri tersebut (Pasal 35 ayat (2) UUPerkawinan), disamping itu
suami istri tersebut mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan
hukum atas harta bawaannya (Pasal 36 ayat (2) UUPerkawinan. Dari
pembahasan di atas, maka dapat diasumsikan bahwa harta bawaan dapat berasal
dari beberapa komponen, yakni dari hasil usaha yang diperoleh calon suami atau
istri sebelum perkawinan, dari harta yang diperoleh melalui hibah, hadiah, wasiat
dan warisan.14
14 H. M. Anshary, Harta bersama perkawinan dan permasalahannya (Bandung: Mandar
Maju, 2016), h.1
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3.Harta Perolehan
Harta perolehan masing-masing secara prinsip penguasaanya sama seperti
harta bawaan. Masing-masing baik suami maupun istri berhak sepenuhnya untuk
melakukan perbuatan hukum mengenai harta perolehannya. Apabila pihak suami
dan istri menentukan lainmisalnya dengan perjanjian perkawinan penguasaan
harta perolehan di lakukan sesuai dengan isi perjanjian. Demikian juga Jika
terjadi perceraian harta perolehan di kuasai dan di bawah oleh masing-masing
pemiliknya,kecuali jika di tentukan lain dengan perjanjian perkawinan.15
Sedangkan pada pasal 35, dapat di pahami bahwa segala harta yang di
peroleh selama dalam ikatan perkawinan di luar harta warisan, hibah dan hadiah
merupakan harta bersama.karena itu harta yang di peroleh suami atau istri
berdasarkan usahanya masing-masing merupakan milik bersama suami istri.Lain
halnya harta yang di peroleh masing-masing suami dan istri sebelum akad nikah,
yaitu harta asal atau harta bawaan. Harta asal itu akan di warisi oleh masing-
masing keluarganya bila pasangan suami istri itu meninggal dan tidakmempunyai
anak, berikut  Allah berfirman dalam QS Al-Nisa/4: 32 sebagai berikut:
                     
                  
 
Terjemahannya:
32.Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada
sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-
laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun)
15 Abdulkadir Muhammad, Hukum perdata Indonesia (Bandung: PT.Citra Adiyatya Bakti,
2014 ), h.109
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ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian
dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.16
Ayat ini berpesan agar tidak berangan-angandan berkeinginan yang dapat
mengantar kepada pelangaran-pelanggaran ketentuan-ketentuan Allah, termasuk
ketentuan-Nya menyangkut pembagian waris dimana laki-laki mendapat bagian
lebih banyak dari perempuan. Pesan ayat ini adalah: Dan janganlah
kamuberangan-angan yang menghasilkan ketamakan terhadap apa yang
dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu, seperti harta benda, bagian dalam
warisan, harta anak yatim, kedudukan, kecerdasan, nama baik, jenis kelamin dan
lain-lain yang kualitasnya lebih baik atau jumlahnya lebih banyak dari apa yang
dianugrakan-Nya kepada sebagian yang lain. Allah menganugrahkan kepada
setiap orang dan jenis apa yang terbaik untuknya, guna melaksanakan fungsi dan
misinya dalam hidup ini. Karena itu, jangan berangan-angan memperoleh sesuatu
yang mustahil, atau berangan-angan yang membuahkan iri hati dan dengki, serta
penyesalan. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, sesuai
ketetapan Allah dan usahanya, dan bagi para wanitapun adabagian dari apa
yang mereka usahakan, itu juga sesuai ketetapan Allah dan usaha mereka, dan
mohonlah kepada Allah apa yang engkau inginkan kiranya Yang Maha Kuasa itu
menganugrahkan sebagian dari karunia-Nya. Arahkan harapan dan keinginan
kamu kepada-Nya, bukan kepada orang lain. Jagan berangan-angan apalagi iri
hati. Sesungguhnya AllahMaha Mengetahui segala sesuatu, termasuk harapan
dan keinginan kamu, demikian juga angan-angan dan iri hati kamu.17
16 Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahanya (Bandung: diponogoro, 2014), h. 34
17 M. Quraish Shihab, Tafsir AL-MISBAH  (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.416-417
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Isyarat dari penegasan ayat di atas, yang di jadikan sumber acuan pasal 85,
86 dan 87 KHI.
a. Pasal 85 KHI, adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak
menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau
istri.
b. Pasal 86 KHI yang pertama pada dasarnya tidak ada percampuran antara
harta suami dan harta istri karena perkawinan yang kedua Harta istri
tetap menjadi hak istri dan di kuasai penuh olehnya, demikian juga harta
suami tetap menjadi hak suami dan di kuasai penuh olehnya.
c. Pasal 87 KHI, Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan
harta yang di peroleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah
di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak
menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. kedua, suami dan istri
mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas
harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shadaqah, dan/atau lainya.
Pengunaan harta bersama suami istri atau harta dalam perkawinan, di atur
dalam pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa
mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah
pihak. Lain halnya penggunaan harta asal atau harta bawaan penggunaanya di atur
dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang perkawinan, yang menyatakan bahwa
menjelaskan tengtang hak suami atau istri untuk membelanjakan harta bawaan
masing-masing.
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a) Pasal 89 KHI, Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama,harta
istri maupun hartanya sendiri.
b) Pasal 90 KHI,Istri turut bertanggung jawab menjaga harta
bersama,maupun harta suami yang ada padanya.
Dari pengaturan harta tersebut, baik harta bersama maupun harta asal atau
harta bawaan berdasarkan Firman Allah dalam QS An-Nisaa’/4:34 sebagai berikut:
                     
                     
                     
          
Terjemahanya :
34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah
melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan
Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu
Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[289]
ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka).18
Pengaturan kekayaan harta bersama di atur dalam pasal 91 KHI:
1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa
benda berwujud atau tidak berwujud.
2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda
bergerak, dan surat-surat berharga.
3) Harta bersama yang tidak terwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
18 Kementrian Agama RI,al-Qur’an dan Terjemahanya (Bandung: diponogoro, 2014), h.35
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4) Harta bersama dapat di jadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak
atas persetujuan pihak lainnya.
Pasal 91 KHI di atas, dapat di pahami bahwa adanya perbedaan kehidupan di
zaman sosial Nabi Muhammad dengan kondisi sosial saat ini, saat ini di temukan
harta yang berupa surat-surat berharga (polis, saham,cek dan lain-lain). oleh karena
itu pengertian harta kekayaan menjadi luas jangkauanya. Sebab tidak hanya barang-
barang berupa materi yang langsung dapat menjadi bahan makanan,m elainkan
termaksud nonmateri jasa dan sebagainya. yang penting adalah pengunaan kekayaan
yang di maksud, baik kepentingan salah satu pihak maupun kepentingan bersama
harus selalu berdasarkan musyawarah sehingga akan tercapai tujuan perkawinan.
Kalau kekayaan bersama di gunakan oleh salah satu pihak, tetapi tidak
berdasarkan persetujuan pihak lainnya, maka tindakan hukum yang demikian tidak
terpuji. karena itu baik suami maupun istri tanpa persetujuan keduanya dalam
mengunakan harta bersama menurut hukum islam tidak di perbolehkan.19
Ketentuan tersebut Terdapat dalam Pasal 92 KHI mengatur mengenai
persetujuan pengunaan harta bersama:
suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak di perbolehkan menjual atau
memindahkan harta bersama20. Tengtang kewenangan bertindak terhadap harta-harta
semasa suami dan istri masih dalam status perkawinan adalah sebagai berikut:
19 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), h.56-59
20 Muhammad Amin Suma, Hukum keluarga islam di dunia islam (Jakarta: Maret, 2004),
h.284
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1. Tehadap harta pribadinya, masing-masing suami atau istri dapat bertindak
sendiri-sendiri  tanpa perlu bantuan dari pihak lainya.
2. Terhadap harta bersama (gono-gini) masing-masing istri atau suami
bertindak dengan Persetujuan pihak lainya.
3. Jika para pihak bercerai hidup, maka harta bersama (gono-gini) di bagi
sesuai dengan  Hukumnya masing-masing, yang umumnya di bagi sama
besar.21
Akan tetapi mengenai harta bersama, mungkin akan timbul persoalan menurut
pasal 37 undang-undang perkawinan apabila perkawinan putus karena perceraian,
harta bersama di atur menurut ‘’hukumnya’’ masing-masing. yang di maksud
dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-
hukum lain, seperti KUHP perdata. Dengan demikian, penyelesaian harta bersama
adalah bagi mereka yang kawin menurut Hukum islam. Hukum islam tidak
mengenal harta bersama karena istri di beri nafkah oleh suami. yang ada harta milik
masing-masing suami dan istri. Harta ini adalah hak mereka masing-masing bagi
mereka yang kawin menurut agama islam dan agama-agama lainya, tetapi tunduk
pada Hukum adat yang mengenal Harta bersama (gono-gini), harta guna kaya, jika
terjadi perceraian mantan suami dan mantan istri mendapat bagian separuhnya
(Yurisprudensi Mahkamah agung Nomor 387K/Sip/1958 tanggal 11 februari 1959).
Bagi mereka yang kawin menurut agama Kristen, tetapi tunduk pada KUHPdt yang
mengenal Harta bersama (persatuan harta sejak terjadi perkawinan).
21 Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h.58
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C. Obyek Hukum (Harta kekayaan Keluarga Batih)
Perkawinan, kecuali seperti yang telah dijelaskan dimuka yang mengakibatkan
Suatu ikatan hak dan kewajiban, juga menyebabkan suatu bentuk kehidupan bersama
dari para pribadi kodrati yang melakukan hubungan perkawinan itu, yaitu membentuk
suatu keluarga atau somah (gezin atau household). Untuk keperluan kehidupan
bersama itu sudah tentu dibutuhkan fasilitas yang berupa materi atau harta kekayaan.
Harta kekayaan dari keluarga yang baru terbentuk itu dan dalam keadaan
selanjutnya, mungkin diperoleh dari:
1. Suami atau istri, yang merupakan warisan atau hibah/ pemberian dari
kerabat yang dibawa kedalam keluarga.
2. Usaha suami atau istri yang diperoleh sebelum dan selama perkawinan.
3. Hadiah kepada suami-istri pada waktu perkawinan.
4. Usaha suami istri dalam masa perkawinan.
Unsur yang agaknya penting di dalam harta kekayaan keluarga adalah
tengtang status terhadap harta kekayaan tersebut bagi kedua belah pihak, baik secara
sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.
1. Harta kekayaan suami atau istri yang merupakan warisan atau hibah dari para
kerabat.
Biasannya di dalam masa sebelum melangsungkan perkawinan para kerabat
ataupun keluarga (kedua orang tua) menghibahkan sebagian harta kekayaan kepada
anak-anak mereka (baik laki-laki maupun perempuan) sebagai modal dalam membina
keluarga. Juga, seorang laki-laki maupun perempuan, sebelum melangsungkan
perkawinan mungkin telah memperoleh warisan dari harta kekayaan orang tuannya.
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Keadaan ini juga dapat terjadi pada saat setelah perkawinan berlangsung. Harta
kekayaan yang dijabarkan di atas, pada dasarnya merupakan harta kekayaan suami
atau istri yang diperoleh dari warisan atau hibah dari para kerabat.
Telah menjadi asas umum yang berlaku di dalam hukum adat bahwa harta
suami atau istri yang berasal dari warisan atau hibah, akan tetap menjadi milik suami
atau istri yang berasal dari warisan atau hibah, akan tetap menjadi milik suami atau
istri itu. Harta yang demikian ini disebut pimbit (Dayak-Ngayu), sisila (Makassar),
Babaktan (Bali), asal, asli pusaka (Indonesia, Jawa), gana, gawan (Jawa). Misalnya,
harta yang diberikan kepada pengantin perempuan sebagai bekal (di Pasemah
misalnnya) terkadang tetap menjadi miliknya si istri dan diwariskan kepada anak-
anaknya. Apabila dia meninggal dengan tidak meninggalkan anak, maka harta itu
diwarisi oleh suaminya; dan apabila terjadi perceraian, maka harta itu kembali ke
kerabat tempat asalnya.
Pada masyarakat batak, tanah yang diberikan kepada pengantin perempuan
sebagai harta pemberian (bruidsgift) dikuasai oleh suami (dan oleh istri) seperti hak
milik, tetapi setiap tindakan untuk menguasainya (beschikking) haruslah didahului
dengan permufakatan dengan pihak kerabat si istri.
Soepomo menyatakan bahwa di Jawa-Barat, apabila suami misalnya
melakukan transaksi mengenai barang-barang sasaka/benda/asal isterinya, maka
perbuatan itu dianggap sebagai tindakan atas nama istrinya (soepomo 1967: 63).
Hasil penelitian H.Morison didaerah kerinci menyatakan bahwa apabila harta-pusaka
yang diwariskan itu akan menjadi harta-pusaka untuk selama-lamanya. Apabila
kemudian terjadi perceraian, maka harta pusaka tetap tinggal pada suami atau istri
yang memiliki harta itu (dikutip dari Surojo Wignjodipuro 1971 : 200).
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Dengan demikian harta kekayaan yang diterima oleh suami atau istri sebagai
warisan atau hibah, tetap terpisah satu sama lain sampai saatnya harta kekayaan itu
akan menjadi satu secara warisan, dan yang akan diwariskan lagi kepada anak-
anaknya.
Harta kekayaan yang diperoleh secara warisan dan diperoleh karena hibah
pada waktu pemiliknya (suami atau istri) meninggal dan tidak mempunyai anak, tidak
sama kedudukannya. Kalau harta kekayaan karena warisan (barang-barang pusaka
umumnnya) kembali ke asal, artinya kembali kepada keluarga suami atau istri yang -
meninggal; kalau yang diterima secara hibah, maka barang itu akan jatuh pada ahli
waris dari yang meningga.
Pada masyarakat Lampung, pada dasarnya setelah perkawinan berlangsung
seluruh harta kekayaan menjadi satu dan berada di bawah kekuasaan suami; demikian
juga dengan harta bawaan si istri (sesan).Dengan demikian, si istri tidak dapat
berbuat sekehendak hati terhadap harta kekayaan sebagai harta bawaan (sesan), tetapi
si suami tidak dapat berbuat seperti itu juga terhadap harta bawaan (sesan). Apapun
yang akan dilakukan terhadap harta kekayaan yang disebut sesan itu, haruslah
merupakan hasil persetujuan dari kedua belah pihak apabila terjadi perceraian, maka
Seluruh harta kekayaan termasuk harta bawaan istri tetap menjadi hak dan tanggung
jawab suami, terlebih lagi bila pada perkawinan tersebut telah menghasilkan
keturunan (anak). Hal ini dapat dimaklumi karena pada pokoknya harta kekayaan
tersebut akan diwariskan kepada anak laki-laki tertua. Disamping alasan di atas,
masyarakat di sini juga menganggap bahwa harta bawaab istri menjadi bagian dari
harta kekayaan suami, sebab isteri telah masuk dalam keluarga suami dan pada saat
perkawinan dan si suami telah memberikan sejumlah barang atau uang yang
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merupakan jujur kepada pihak istri dan keluarganya. Tetapi mengenai harta yang
dihibahkan oleh para kerabat sebelum perkawinan dilangsungkan atau maupun
sesudah perkawinan, rupa-rupannya tetap merupakan hak milik kepada siapa hibah
itu diberikan.
2. Harta kekayaan yang berasal dari usaha suami ataupun istri yang diperoleh
sebelum atau selama perkawinan berlangsung.
a) Harta kekayaan yang berasal dari usaha suami ataupun istri yang diperoleh
sebelum perkawinan berlangsung (artinya harta kekayaan yang diperoleh
oleh seorang laki-laki atau seorang perempuan sendiri) tetap menjadi milik
suami atau istri, sebagaimana juga pinjaaman-pinjaman sebelum
perkawinan, tetap merupakan pinjaman perseorangan. Di sumatera Selatan
harta kekayaan serupa itu disebut harta pembujangan (dari si suami) dan
harta penantian (dari si isteri). Di Bali, baik dari isteri maupun suami, harta
kekayaan demikian ini disebut guna kaya.
b) Harta yang diperoleh oleh suami atau isteri (secara sendiri-sendiri) dalam
perkawinan. Di Aceh, misalnya penghasilan suami menjadi miliknya
sendiri, bilamana si isteri dulu tidak memberikan dasar material. Juga di
Jawa Barat, misalnya, penghasilan-penghasilan yang diperoleh di mana
perkawinan menjadi miliknya si isteri; hal ini terjadi bila si istri pada waktu
melangsungkan perkawinan merupakan orang yang kaya dan si suami dari
golongan miskin; demikian juga kiranya di kalangan para priyayi di Jawa,
dapat dianggap bahwa penghasilan si suami menjadi miliknya sendiri.
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Kemuadian, dapat dianggap tetap menjadi milik pribadi si isteri sendiri adalah
barang-barang atau uang yang dihadiahkan kepadanya secara pribadi karena
perkawinannya itu (dengan demikian bukan merupakan barang-barang hibah atau
pembekalan pengantin perempuan).Pemberian hadiah pada saat perkawinan kepada
mempelai perempuan, misalnya, jinamee di Aceh, hook di minahasa, sunrang di
Sulawesi Selatan, merupakan barang-barang atau uang yang merupakan milik si isteri
secara pribadi.Juga hadiah-hadiah yang diterima oleh si perempuan dari calon
suaminnya atau dari kerabatnya adalah tetap miliknya sendiri.
3. Harta kekayaan yang berasal dari hadiah pada waktu perkawinan.
Telah menjadi kelaziman pada masyarakat di Indonesia apabila dilangsungkan
perkawinan, masyarakat memberikan barang-barang atau uang sebagai hadiah
perkawinan bagi kedua mempelai tersebut.Pemberian hadiah-hadiah itu dilakukan
pada saat upacara perkawinan itu dilaksanakan. Pada masyarakat, harta kekayaan
yang demikian itu, pada dasarnya merupakan harta bersama, namun di Madura harta
kekayaan yang diperoleh pada waktu perkawinan dilangsungkan, yaitu hadiah dari
para undangan dibagi antara suami dan isteri, di mana suami dan isteri masing-
masing mendapat bagian yang sama (B ter Haar Bzn 1950: 196).
4. Harta kekayaan sebagai usaha bersama antara suami-isteri.
Mengenai harta bersama ini, teer Haar menyatakan, sebagai berikut (B ter Haar
Bzn 1950 : 192, 193).
Even algemeen als de boven vooropgestelde ragel nopens asalgoed, betwelk
verbonden blift aan de familie van berkomst, is de rege, dat tijedens buwelijk
verkregen goed tussen man en vrouw gemeen is, dat daardoor govermd word teen
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boedel (onderdeel van bet gezinsvermogen) waarop als bet er op aankomt (in bet
bizonder bij onbinding van bet buwelijk) manen vrouw beide (ieder voor een deel)
aanspraak bebben. Dat voor zulk een gemeen vermogen in bet geheel geen ruimte
gelatin wordt is hoge uitzondering. Slechtdaar, waar vaderrechtelijk geordende
familiegemeenschap.Pen gevonden worden laat het farnilievarmogen van den man
(bijeen bruid-schathuwelijk) of van de vrouw (bij een inlijfhuwelijk) geen
gelegenhied totde vorming van een rechtens gemeen boedel, hoe gering ook. Men
kan echter ook bij die verhoudingen de tendens waarnemen. Dat vermindering van
de familieges lotenheid vers  van de gezinsverbondenheid van goederen meebrengt.
En slechts in die gevallen, waarin (buiten familie-invloed om) sterk persoonlijk.
Over wicht bestaat bij een der echtgenoten, als in de boven reeds genoemde soen
dase huwelijken van een rijke vrouw met een armen man (njalindoeng ak geloeng)
of omgekeerd (manggih kaja) enzoorts, voorkomt dat overwicht het onstaan van een
gemenen boedel.
(terjemahan bebasnya “sebagaimana umumnya atauran perihal barang asal seperti
dikemukakan diatas, yang tetap terikat pada keluarga asal, maka aturannya adalah,
barang-barang yang diperoleh pada masa perkawinan oleh suami dan isteri merupa-
Kan harta bersama, sehingga merupakan harta (sebagai bagian harta keluarga) yang
pada waktu terjadi sesuatu (khusunya pada perceraian) menimbulkan hak dari suami
dan istri atas harta tersebut (masing-masing sebagian). Tidak adanya harta bersama,
merupakan suatu pengecualian yang besar. Hanya pada masyarakat-masyarakat
patrilineal, maka adannya harta keluarga suami (pada kawin jujur) atau harta istri
(pada kawin semendo) tidak memberikan kemungkinan terbentuknya harta bersama,
betapapun kecilnya kemungkinan tersebut. Dalam hubungan itu dapat juga
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diperhatikan adannya kecendrungan, bahwa berkurangnya sifat tertutup dari
keluarga luas mengakibatkan bertambah kuatnnya ikatan harta keluarga tersebut.
Dan hanya dalam keadaan-keadaan, dimana (terlepas dari pengaruh keluarga)
peranan pribadi dari salah seorang diantara suami-isteri lebih kuat, sebagaimana
halnnya pada perkawinan dikalangan orang Sunda antara seorang wanita kaya
dengan laki-laki miskin (nyalin-dung kagelung) atau sebaliknya (manggih kaya) dan
seterusnya, maka hal itu merupakan penghalang terbentuknya harta bersama”).
Dari pernyataan ter haar tersebut di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa
masyarakat-masyarakat Indonesia mengenal adanya harta bersama, dengan
pengecualian-pengeculian tertentu.Akan tetapi apabila diperhatikan keaadaan di
Bali (yang patrilinial), dikenal adanya harta bersama (gunakaya).
Sebenarnya adanya harta bersama (atau tidak), senangtiasa harus ditinjau dari
Kriteria tertentu. Pada umumnya harta bersama ada, kalau ada kehidupan bersama
suami dan istri, dan keduanya mempunyai kedudukan yang sama dalam masyarakat.
Dipandang dari kriteria tersebut, maka prinsip garis keturunan tertentu, tidak adanya
harta bersama tersebut. Dalam hal ini ada kemungkinan, bahwa pendapat ter Haar
tersebut harus mengalami modifikasi, kecuali dalam hal kedudukan suami dan istri
tidak setaraf (seperti pada perkawinan nyalindung kagelung dan manggih kaya).22
22 Soerjono Soekanto dan Soleman B.Taneko, Hukum Adat Indonesia (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2003), h.244-251
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D. Ketentuan Harta bersama setelah perceraian.
Pada prinsipnya harta bersama dibagi dua sama, masalah harta bersama sering
menjadi hangat di perbincangkan dan banyak menyita perhatian publik, terlebih lagi
yang menyangkut kasus perceraian publik figure terkait perselisihan tengtang
pembagian harta bersama yang dipublikasikan kepada umum. Perkara perceraian
yang menjadi pokok perkara justru akan semakin rumit dan berbelit bahkan sering
mengundang emosional dalam sidang-sidang perceraian dipengadilan bila
dikomulasi dengan tuntutan pembagian harta bersama, atau apabila ada rekonvensi
harta bersama dalam perkara perceraian. Setiap perceraian membawa dampak dalam
hal pembagian harta bersama. Di sini sering muncul permasalahan dimana salah satu
pihak merasa lebih berhak atas harta yang dipersengketakan. Misalnya suami dan
istri yang telah bercerai dan memperebutkan sebuah rumah. Dahulu rumah tersebut
dibeli secara kredit oleh mereka, namun dalam perjalananya istri lebih banyak
membayar cicilan kredit tersebut, sehingga istri merasa sebagian besar dari nilai
rumah tersebut merupakan bagiannya. Muncul pertanyaan, apakah nanti harta
tersebut akan dibagi sama antara suami istri tersebut. Jika itu terjadi, maka istri akan
merasa tidak adil, karena andilnya dalam harta tersebut lebih besar dari pada suami.
Atau sebaliknya, suami yang bekerja siang malam mencari nafkah, sementara sang
istri tinggal dirumah mengurus anak dan mengurus rumah tangga. Dari hasil usaha
suami, mereka telah dapat membeli beberapa macam property, seperti rumah, tanah,
dan sebagainya. Permasalahanya apakah jika terjadi perceraian dintara mereka, istri
mendapat bagian yang sama dari harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan.
Adapun harta bawaan tetap dibawah kekuasaan masing-masing.
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Pasal 37 UU Perkawinan mengatur sebagai berikut: "Bila perkawinan putus
karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing".
Untuk mengetahui apa yang dimaksudkan dari istilah "Hukumnya masing-masing"
haruslah melihat penjelasan pasal tersebut. Dalam penjelasan pasal diisebutkan,
"Yang  dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum
adat daan hukum-hukum lainnya."
Dengan demikian, penyelesaian pembagian harta bersama bagi suami istri
yang bercerai dapat dilakukan dengan tiga alternative hukum, yaitu berdasarkan
hukum agama, hukum adat atau hukum lainnya. Bagi orang yang beragama islam,
pembagian harta bersama akan diselesaikan berdasarkan Hukum Islam. Begitu pula
bagi masyrakat yang masih berpegang teguh kepada adat, sepanjang ia beragama
islam maka terjadi sengketa pembagian harta bersama akan diselesaikan berdasarkan
hukum adat mereka sepanjang hal itu tidak diatur dalam ajaran agama mereka.
Kalau hanya melihat kepada ketentuan Pasal 37 UUPerkawinan dan penjelsan
pasal tersebut ansich, maka terkesan bahwa pembagian harta bersama seolah-olah
tidak ada acuan bukunya, karena dalam UUPerkawinan tidak mengatur hal tersebut
secara detail. Dalam UU Perkawinan tidak disebutkan jumlah porsinya bahwa bekas
suami dan bekas istri atau dalam jumlah lainya. Sehingga menurut beberapa
pendapat para ahli hukum pembagian harta bersama akan dilakukan secara
berimbang. Yang dimaksud berimbang disini belum tentu sama rata, namun  lebih
kepada sejauh mana masing-masing pihak memasukkan konstribusi jasa dan
usahanya dalam menghasilkan harta bersama tersebut. Sehingga menurut sebagian
ahli hukum, dengan dicamtumkan kata "diatur menurut hukumnya masing-masing",
menunjukkan bahwa keputusan mengenai pembagian harta bersama tersebut akan
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diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Dengan demikian akan lebih memenuhi
rasa keadilan dari pihak yang bersengketa.
Sebenarnya untuk memahami ketentuan Pasal 37 UUPerkawinan dan
penjelasan pasalnya tidak menjadi pelik manakala kita menoleh kepada peraturan
lain yang mengaturnya. Bagi bangsa Indonesia yang beragama bukan muslim dan
tidak tunduk pada hukum adat dan sepanjang ketentuan agamanya tidak mengatur
lain, pembagian harta bersama sebagai akibat perceraian dapat mengacu kepada
ketentuan Pasal 128 KUHPerdata, yang berbunyi: "Setelah bubarnya persatuan,
maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli
waris mereka masing-masing, dengan tak memperdulikan soal dari pihak yang
manakah barang-barang itu diperolehnya."
Pasal ini secara tegas mengatur soal pembagian harta bersama akibat
perceraian, dan dari Pasal tersebut dapat ditarik paling tidak empat garis hukum.
Pertama, Pembagian harta bersama dapat terjadi pada kasus cerai hidup dan cerai
mati; kedua, besaran perolehan dari harta bersama itu masing-masing suami istri
mendapat mendapat seperdua bagian sama; ketiga, bagi kasus cerai mati, maka yang
memperoleh bagian dari harta bersama itu adalah para ahli warisnya; keempat, untuk
menentukan harta bersama tidak memperhitungkan siapa yang lebih dominan dalam
berusaha. Artinya, selama harta benda itu diperoleh selama dalam ikatan
Perkawinan, maka dihitung sebagai harta bersama tanpa menghiraukan siapa yang
lebih dominan dan lebih besar kontribusinya.
Bagi bangsa Indonesia yang beragama islam, pemerintah Republik Indonesia
telah menyediakan pula instrument hukum berupa hukum materiil yang dikemas
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dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang popular dengan sebutan
Kompilasi Hukum Islam.
Dalam pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum islam di atur pembagian harta
bersama dalam kasus cerai mati, yang bunyinya sebagai berikut: "Apabila terjadi
cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih
lama."
Sedangkan bagi kasus suami istri cerai hidup, pembagian harta bersama diatur
dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, bunyinya: "janda atau duda cerai hidup
masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain
dalam perjanjian perkawinan."
Dari ketentuan-ketentuan Pasal-Pasal diatas maka jelaslah bahwa pembagian
harta bersama pada kasus cerai hidup maupun kasus cerai mati, menurut ketentuan
yang diatur dalam Pasal 128 KUHPerdata maupun dalam Kompilasi Hukum Islam
masing-masing pasangan suami istri mendapat seperdua bagian sama.23
E. Melakukan transaksi terhadap harta bersama harus atas persetujuan
Bersama suami istri
Telah di jelaskan di atas bahwa ruang lingkup harta bersama meliputi harta
kekayaan dalam bentuk benda berwujud dan benda tidak berwujud, activadan
passiva yang di peroleh dalam ikatan perkawinan yang sah.Terhadap semua bentuk
jenis harta bersama tersebut apabila di lakukan transaksi harus atas persetujuan
bersama suami istri. Ketentuan tersebut di atur dalam pasal 36 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi "Mengenai harta bersama,suami istri
23 Anshary, Mk, Harta Bersama Perkawinan, (Bandung: CV. Mandar maju, 2016), h.114-116
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dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak." Dalam pasal 92 Kompilasi
hukum islam di sebutkan "suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak di
perbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama."
Ketentuan pasal-pasal tersebut di atas melarang seorang suami atau istri
menjual harta bersama tanpa adanya persetujuan dari pihak lain. Pasal tersebut
melarang pula suami atau istri untuk melakukan pemindahan harta bersama tanpa
persetujuan pihak lain. Seperti menyewakan, menggadaikan, menghibahkan,
mengangungkan ke bank. Sekiranya suami atau istri menjual atau mengalihkan
harta bersama kepada pihak lain tanpa persetujuan dari suami atau istri, maka
transaksi jual beli atau pengalihan tersebut dapat di ajukan pembatalan ke
pengadilan.
Penerapan pasal tersebut, apabila terjadi gugatan harta bersama akibat
perceraian, maka terhadap harta bersama yang telah di jual oleh suami atau istri,
hakim dapat menetapkan harta yang telah di jual itu merupakan bagian dari pihak
yang telah menjualnya, tanpa harus mengikut sertakan pihak pembeli sebagai pihak
dalam perkara.
Bagaimana halnya dengan masalah hutang piutang sekiranya suami atau istri
berutang kepada pihak lain selama dalam ikatan perkaawinan sedangkan perbuatan
suami atau istri berhutang tersebut tidak di ketahui oleh pihak lain. Siapa yang
berkewajiban membayar dan dari harta mana pembayaran hutang tersebut dapat di
ambil? Sebab menurut penafsiran di atas, hutang merupakan harta bersama dalam
bentuk passiva.
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita lihat ketentuan pasal 93 Kompilasi
hukum islam.
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1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya
masing-masing.
2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan
keluarga, di bebankan kepada harta bersama.
3. Bila harta bersama, tidak menccukupi di bebankan kepada harta suami.
4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi di bebankan kepada harta istri.
Pada ketentuan ayat (1) tersebut implisit/tersirat garis hukum bahwa hutang
yang di buat oleh suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain, maka hutang tersebut
merupakan tanggung jawab dari pihak yang mengandakan hutang itu. Akibat
logisnya bahwa pelunasan hutang itu tidak boleh diambil dari harta bersama, tetapi
diambil dari harta bawaan masing-masing suami atau istri yang mengadakan hutang
itu.
Ayat tersebut sebenarnya memepertegas bahwa setiap tindakan terhadap harta
bersama harus atas persetujuan bersama suami-istri.Apabila tidak ada persetujuan
tersebut, maka resiko di tanggung dari harta bawaan sendiri.
Apabila terjadi perceraian di antara suami istri tersebut, kemudian istri misalnya
menuntut pembagian harta bersama, sementara suami diketahui kemudian
mempunyai hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan istri, maka majelis
hakim yang bersidang seharusnya tidak mempertimbangkan hutang-hutang suami
tersebut, dan pelunasanya tidak dapat di ambil dari harta bersama.
Lain halnya jika suami berhutang untuk kepentigan keluarga, dan hal itu jika
terbukti di persidangan bahwa hutang itu untuk kepentingan keluarga maka menurut
ketentuan ayat (2), (3) dan ayat (4) di atas, pembayaranya di bebankan kepada harta
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bersama, jika harta bersama tidak mencukupi maka di bebankan kepada harta suami,
atau jika tidak mencukupi pula maka di bebankan kepada harta istri.24
F. Perjanjian Perkawinan dalam KUHPerdata
Dalam pasal 119 ayat 1 KUHPerdata di sebutkan bahwa mulai saat
perkawinan di langsungkan, demi hukum berlaku persatuan bulat antara kekayaan
suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak di adakan
ketentuan lain.
Menurut KUPerdata, sejak perkawinan di langsungkan demi hukum, terjadil-
Lah peraturan harta antara suami dan istri.Dengan demikian harta bawaan, menurut
KUHPerdata otomatis masuk ke dalam harta bersama perkawinan. Sebaliknya jika
ada bagian dari harta bawaan yang tidak ingin di masukkan kedalam harta bersama
pengecualiannya  harus di buat melalui perjanjian kawin.
Menurut KUHPerdata, perjanjian kawin berfungsi untuk mengurangi harta
bersama perkawinan.
Hal ini berbeda dengan sistem yang di anut dalam KUHPerdata.Bersdasarkan Pasal
119 yang berbunyi,"sejak saat dilangsungkanya perkawinan, maka menurut hukum
terjadi harta bersama menyeluruh antara suami dan istri, sejauh tengtang hal itu
tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.Harta
bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan
suatu persetujuan antara suami-istri. "Artinya, setelah perkawianan berlangsung,
terjadi harta percampuran bulat antara suami dan istri, kecuali telah diadakan
perjanjian perkawinan sebelumnya yang megatur mengenai masalah pemisahan
harta.Berdasarkan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa menurut KUHPerdata,
24 Anshary MK, Hukum perkawinan di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010), h.140
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dalam suatu keluarga hanya ada satu kelompok harta, yaitu harta persatuan suami dan
istri. Adapun unsur-unsur dari perjanjian kawin
Dengan menghubungkan antara pengertian perjanjian kawin menurut doktrin
dan pasal-pasal yang mengatur mengenai perjanjian kawin, dapat dilihat beberapa
unsur perjanjian kawin, antara lain sebagai berikut.
1. Dibuat oleh calon suami istri sebelum perkawinan berlangsung. Pasal 147
KUHPerdata menyebutkan bahwa atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian
perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan
berlangsung. Adakalanya suatu hal yang logis dan sudah semistinya bahwa
perjanjian kawin dibuat oleh para pihak karena perjanjian tersebut
menyangkut harta kekayaan mereka sebagai akibat perkawinan. Salah satu hal
yang harus diperhatikan adalah perjanjian kawin akan berlaku sebagai
Undang-Undang. Pihak ketiga dapat diikutsertakan dalam perjanjian kawin
selama kepentingan para pihak dilindungi. Teknis pembuatanya harus
dilakukan dihadapan notaris oleh kedua calon suami istri sebelum perkawinan
berlangsung.
2. Dibuat dalam bentuk tertulis. Perjanjian kawin dibuat dalam bentuk tertulis,
subekti menyatakan bahwa akta di bawah tangan mempunyai kekuatan
pembuktian sempurna seperti akta otentik, jika tanda tangan akta di bawah
tangan tersebut diakui oleh para pihak (Pasal 1875 KUHPerdata). Kekuatan
pembuktian sempurna tersebut bagi para pihak, dan tidak berlaku bagi pihak
ketiga. Sesuai dengan pendapat Nurnazly soetarno,” apa artinya jika
perjanjian kawin di buat di bawah tangan?" masyarakat tidak mengetahui
adanya perjanjian kawin tersebut dan kekuatan pembuktianya masih kurang
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kuat karena masih dapat di bantah. Jika diakui pun, akta di bawah tangan
mempunyai kekuatan bukti sempurna hanya bagi para pihak. Oleh karena itu,
perjanjian kawin sebaliknya dibuat dalam bentuk autentik.
3. Unsur kesusilaan dan keterlibatan umum. Dalam pasal 139 KUHPerdata
disebutkan perjanjian kawin tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama
dan kesusilaan. Hal ini dimuat pula dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang
perkawinan.
4. Unsur tidak boleh diubah. Pasal 149 KUHPerdata menyebutkan bahwa setelah
perkawinan berlangsung, perjanjian kawin tidak boleh diubah.
5. Unsur bahwa perjanjian kawin mulai berlaku sejak saat perkawinan
dilangsungkan. Dapat kita lihat adapun bentuk perjanjian kawin.
Dalam KUHPerdata ditemukan beberapa bentuk atau macam dari perjanjian
kawin yang dapat dilaksanakan oleh para pihak. Apabila di dalam perkawinan, para
pihak akan menyimpang dari ketentuan hukum harta benda perkawinan maka para
pihak dapat membuat perjanjian kawin (pasal 139 KUHPerdata).
Bentuk-bentuk perjanjian kawin menurut KUHPerdata, yaitu sebagai berikut.
a) Perjanjian kawin dengan persatuan keuntungan dan kerugian (gemeenschap van
winst en varlies). Keuntungan menurut Pasal 157 KUHPerdata adalah
bertambahnya harta kekayaan dan dari hasil pekerjaan serta kerajinan. Kerugian
adalah tiap-tiap berkurangnya harta kekayaan disebabkan pengeluaran yang
melampaui pendapatan.
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b) Perjanjian kawin dengan persatuan hasil dan pendapatan  (gemeenschap van
vruchen en inkomsten). Calon suami istri tidak menghendaki harta kekayaan
diatur oleh bentuk persatuan keuntungan dan kerugian dan akan menyimpang
dari hukum harta benda perkawinan (Pasal 164 KUHPerdata).
Sedang perjanjian kawin menurut UU NO. 1 Tahun 1974 seperti halnya
KUHPerdata, UU Perkawinan juga mengatur mengenai perjanjian kawin yang diatur
dalam Pasal 29 seperti berikut ini.
Ayat 1 menyatakan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan
dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan
perjanjian tertulis yang di sahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah sama
isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
Ayat 2 menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat di sahkan bilamana
melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
Ayat 3 menyatakan bahwa perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan
dilangsungkan.
Ayat 4 menyatakan bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut
tidak dapat rubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah
dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.
Dalam pasal tersebut tidak memberikan pengertian tengtang perjanjian kawin,
hanya disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang perkawinan bahwa perjanjian
kawin tidak termasuk ta’lik talak.Tujuan perjanjian kawin adalah untuk menyatukan
harta bawaan menjadi harta bersama, sedangkan perjanjian kawin adalah untuk
menyatukan harta bawaan menjadi harta bersama, sedangkan perjanjian kawin
menurut KUHPerdata merupakan harta kekayaan perkawinan.Dalam perjanjian
48
kawin, Pasal 29 Undang-Undang perkwinan dikatakan bahwa barang bawaan dalam
perkawinan (barang asli) menjadi satu. Akibatnya adalah perkawinan terputus karena
cerai hidup atau cerai mati, barang bawaan itu harus di bagi sama, artinya satu
banding satu antara suami dan istri yang cerai.25
Sebagai akibat dari terjadinya perceraian atau putusnya ikatan perkawinan
karena putusan pengadilan (Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974), salah satu
kemungkinanya adalah timbulnya sengketa pembagian harta bersama dan masalah
anak. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama  dalam perkawinan dan
masing-masing suami istri mendapatkan bagian setengahnya, kecuali ditentukan lain
(karena perjanjian).
Dalam perkara pembagian harta bersama, yang harus diperhatikan apakah ada
perjanjian perkawinan yang dibuat antara suami istri sebelum perkawinan
berlangsung, kecuali tidak ada perjanjian maka harta menjadi milik bersama antara
suami dan istri .harta itu baru di anggap sebagai harta bersama, apabila perolehanya
sesudah tanggal perkawinan. Harta milik masing-masing adalah harta yang di peroleh
sebelum perkawinan dilangsungkan, yang terdiri dari harta yang dibeli, hadiah, hibah
atau warisan atau karena sebab lain (Pasal 119 s.d. Pasal 123 KUH Perdata). Oleh
karena itu, pembuktian dan uraian tengtang waktu/ tanggal perolehan harta bersama,
sangat penting dan menentukan keberhasilan gugatan.
Pembagian harta bersama ini biasanya dalam praktik agak sulit dilaksanakan,
karena terjadi pembedaan nilai/harga yang ditaksir oleh pihak penggugat dan
tergugat, sehingga jagan lupa dalam gugatan supaya dimohonkan kepada hakim,
bahwa apabila pembagian dalam bentuk natura (barang) tidak dapat dilaksanakan,
25 Neng Yani Nurhayani,Hukum Perdata (Bandung: Pustaka setia, 2015), h.140-142
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supaya dijual lelang (melalui eksekusi lelang), dengan biaya yang dibebankan kepada
tergugat. Sebab, lelang juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Dalam hal ini ada
perbedaan antara pengadilan negeri dengan pengadilan agama, yaitu apabila biaya
lelang dimasukkan sebagai biaya perkara, menurut pasal 181 ayat (1) jo. Pasal 182
HIR/RIB harus dibebankan pada pihak yang kalah (tergugat), sedangkan menurut
pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada
penggugat.26
G. Prinsip-prinsip pembagian harta bersama Dan penyelesaian harta bersama
Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tengtang
Peradilan Agama, kewenangan mengadili sengketa harta bersama termasuk orang-
orang yang beragama islam, berada pada peradilan umum, alasannya karena harta
bersama termasuk ke dalam lembaga hukum adat.
Setelah di undangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tengtang
perkawinan, kewenangan mengadili sengketa harta bersama bagi orang yang
beragama islam mulanya merupakan suatu hal yang di permsalahkan. Hal ini di
sebabkan karena pasal 35 dan 36 undang-undang tersebut tidak menunjuk secara
tegas bahwa sengketa harta bersama bagi orang-orang beragama islam di selesaikan
melalui Pengadilan Agama. Walaupun sebenarnya pasal 37 telah memberi sinyal
kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya. Hal ini terlihat dari
bunyi pasal 37 tersebut: "Bila perkawinan putus karena perceraiam harta bersama di
atur menurut hukumnya masing-masin."Dalam penjelasan pasal tersebut di sebutkan
26 Sophar Maru Hutagalung,Praktik Pradilan Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.54-55
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bahwa istilah hukumnya masing-masing, menunjukkan kepada agama yang di anut
oleh orang yang bersengketa tersebut, atau hukum adat dan hukum-hukum lainnya.
Pasal ini seharusnya ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga apabila orang yang
bersengketa itu beragama Nasrani, maka di selesaikan menurut hukum mereka, begitu
pula jika yang bersengketa itu beragama islam, maka di selesaikan menurut hukum
islam. tetapi oleh karena sengketa harta bersama masi di anggap termasuk ke lembaga
hukum adat maka kewenangan itu tetap berada pada Pengadilan Negeri, sekalipun
yang bersengketa itu orang-orang yang beragama islam.
Setelah di undangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tengtang
peradilan Agama pada 29 Desember 1989, melalui pasal 49 dan penjelasannya ayat
(2) angka (10), di tegaskan bahwa:"Yang di maksud dengan bidang perkawinan yang
di atur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tengtang perkawinan antara lain
adalah (10) penyelesaian harta bersama." Dengan demikian, sengketa harta bersama
di kalangan orang yang beragama islam menjadi kewenangan Pengadilan
Agama,karena termasuk dalam bidang perkawinan.
DR.H. Zain Badjeber, S.H. menandaskan bahwa sejak berlakunya Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 itu untuk pertama kalinnya perkara harta bersama di
masukkan ke dalam wewenang mengadili Pengadilan Agama di Indonesia. Sejak itu
untuk pertama kalinnya harta bersama di berlakukan sebagai hukum perdata materil
untuk umat islam. Sebelumnya harta bersama merupakan hukum adat. Dan proses
penyelesaiannya di pengadilan, gugatan tengtang harta bersama dapat di ajukan
bersama sama dengan permohonan cerai talak atau dengan gugatan cerai secara
kumulatif.
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Adapun cara pembagian harta bersama dan beberapa besar porsi perolehan
masing-masing suami istri dari harta bersama bila terjadi perceraian.
Pada masyarakat adat, di daerah jawa di kenal istilah sak pikul sak gendhong, artinya
bahwa harta bersama itu di bagi tiga bagian; suami mendapat dua bagian sedangkan
istri mendapat satu bagian untuk istri.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tengtang Perkawinan, serta Peraturan
Pemerintah Nomor  9 Tahun 1975 dan undang-undang nomor 7 tahun 1978 tengtang
Peradilan Agama yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tidak
mengatur secara tegas pembagian harta bersama bila terjadi perceraian di antara
suami-istri. Ketentuan mengenai pembagian dan besarnya porsi perolehan masing-
masing suami istri dari harta bersama apabila terjadi perceraian, baik cerai hidup
maupun cerai mati, atau suami atau istri hilang.27 kita jumpai di dalam ketentuan
pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Berikut:
27Anshary MK,Hukum perkawinan di Indonesia(Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010), h.143-
146
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kompilasi hukum islam
Pasal 96
1) Apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang
hidup lebih lama.
2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya
hilang, terus di tagguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau
matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama.
Pasal 97
"Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama
Sepanjang tidak di tentukan lain dalam perjanjian perkawinan."28
28 Abdul Manan, M.Fauzan, Pokok-pokok hukum perdata wewenang peradilan agama
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002), h.7
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H. Kerangka konseptual
Harta Gono-Gini
Kompilasi
Hukum Islam
(KHI)Hukum
Nasional
Harta Asal
Harta Bawaan
Harta Perolehan
hPermasalahan
Percampuran  Harta
Putusan HakimPertimbangan Hakim
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis dan Lokasi penelitian
1. Jenis penelitian
jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif lapangan. penelitian
kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung mengunakan
analisis dengan pendekatan induktif, proses dan makna (prespektif subjek)
lebih di tonjolkan dalam penelitian kualitatif 29
2. Lokasi penelitian
Lokasi penelitian yang di gunakan penulis dalam penelitian ini yaitu di
Pengadilan Agama Sungguminasa karena menurut penulis dari sisi lokasi ini
lebih terjangkau,artinya peneliti akan lebih cepat memperoleh data-data yang
akurat.
B. Pendekatan Penelitian
Dalam pelaksanaan penelitian kualitatif lapangan,peneliti menggunakan
pendekatan sebagai berikut :
1. Pendekatan yuridis normatif
Metode penelitian hukum yang di lakukan dengan meneliti bahan pustaka
atau data skunder belaka.penelitian ini di lakukan untuk menganalisis
29 Juliansyah Noor, Metodelogi Penelitian,Skripsi Tesis,Disertasi dan Karya
Ilmiah(Jakarta:PRENADA MEDIA GROUP 2011), h.34
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ketidakseimbangan hakim di dalam membagi harta gono-gini di lihat dari
prespektif hukum islam.
2. Pendekatan sosiologis
Metode penelitian yang di lakukan untuk mendapatkan data primer. Dan
menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berfikir induktif dan
kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang di gunakan untuk melakukan
proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang
muktahir.
3. Pendekatan normatif syar’i
Pendekatan penelitian ini berdasarkan pada hukum islam dengan melihat
apa yang ada dalam teks-teks al-Qur’an dan hadis serta pendapat-pendapat
ulama.
C. Sumber/sampel Sumber Data
Sumber data merupakan bahan-bahan yang di peroleh berdasarkan dari data-
data primer dan sekunder.
1. Data Primer: Data-data di Pengadilan Agama sungguminasa.
Data primer merupakan sumber data yang di peroleh langsung dari sumber
asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek
(orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda
(fisik), kejadian atau kegiatan,dan hasil pengujian.
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2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang di peroleh peneliti
secara tidak langsung melalui media perantara (di peroleh dan di catat oleh pihak
lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang
telah tersusun dalam arsip (data documenter) yang di publikasikan dan yang tidak
di publikasikan.
D. Metode Pengumpulan data
Teknik pengumpulan data yang di gunakan penulis dalam penelitian ini
adalah:
1. Wawancara
Wawancara mendalam (in-depth interviev) adalah proses memperoleh
keterangan untuk tujuan penelitian dan cara Tanya jawab sambil bertatap muka
antara pewawancara dengan informan atau orang yang di wawancarai, dengan
atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, di mana pewawancara
dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.
2. Observasi
Teknik ini menurut adanya pengamatan dari peneliti baik secara
langsung  maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.30
30 Juliansyah Noor, Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah (Jakarta:
PRENADAMEDIA GROUP 2011), .h.34
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E. Instrumen penelitian
Instrument atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri. oleh karena itu peneliti
sebagai instrument juga harus “divalidasi” seberapa jauh penelitian kualitatif siap
melakukan peneliti yang selanjutnya terjun kelapangan. Adapun alat-alat yang harus
di siapkan oleh peneliti untuk meneliti adalah sebagai berikut:
1. Peneliti sendiri: adalah orang yang mahir dalam menjalankan suatu ilmu31
2. Buku caatatan : dan alat tulis: berfungsi untuk mencataat semua percakapan
dengan sumber data.
3. Tape recorder : berfungsi untuk merekam semua percakapan atau
pembicaraan dengan informan.
4. Kamera: berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan
pembicaraan dengan informan.
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data
1. Pengelolaan Data
Pengelolaan data secara sederhana di artikan sebagai proses mengartikan data-
data lapangan sesuai dengan tujuan,rancangan dan sifat penelitian metode
pengelolaan data dalam penelitian ini adalah:
a. Editing Data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk
mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan di
deskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini di
lakukan dengan tujuan memperbaiki kualitas data serta menghilangkan
keragu-raguan atas data yang di peroleh dari hasil wawancara.
31 http://kbbi.web.id peneliti sendiri di akses (18 juli 2017)
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b. Koding Data adalah penyesuaian data yang di peroleh dalam melakukan
penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkal
pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data
tersebut.
c. Identifikasi Data yaitu dengan mengumpulkan beberapa literature, kemudian
memilah-milah dan memisahkan data yang akan di bahas.
2. Analisis data/implementasi
Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah yang
berdasarkan data yang di peroleh. Analisis data yang di gunakan adalah analisis
dan kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang di lakukan dengan jalan
bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milahnya menjadi suatu
yang di kelolah mensistensikan, mencari dan menemukan pola yang penting dan
apa yang di pelajari dan memutuskan apa yang dapat di ceritakan kembali.
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G. Pengujian Dan Keabsahan Data
Suatu penelitian diorientasikan pada derajat keilmiahan data penelitian. maka
suatu penelitian  di tuntut agar memenuhi standar penelitian sampai dapat
memperoleh kesimpulan yang objektif artinya bahwa suatu penelitian bila telah
memenuhi standar objektifitas maka penelitian tersebut di anggap telah teruji
keabsahan data penelitiannya.
Dalam menguji keabsahan data yang di peroleh guna mengukur validitas hasil
penelitian, peneliti di tuntut meningkatkan ketekunan dalam penelitian.pengamatan
yang cermat dan berkesinambungan dengan mengunakan teknik trianggulasi. Teknik
triangulasi dalam pengujian penelitian merupakan teknik pengujian kredibilitas data
yang di peroleh dengan melakukan pengecekan atau perbandingan dengan sumber
data lainnya misalnya; triangulasi dengan sumber, trigulasi dengan metode, dan
tranigulasi dengan teori. Tetapi triangulasi yang di maksud pada penelitian ini adalah
triangulasi sumber data penelitian
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BAB IV
PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI DI DALAM PRESPEKTIF HUKUM
ISLAM
(Studi Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa)
A. Gambaran Umum pengadilan agama sungguminasa
1. Sejarah singkat pengadilan agama sungguminasa
Pada mulanya Kabupaten Gowa adalah sebuah Kerajaan di Sulawesi Selatan yang
turun temurun diperintah oleh seorang Kepala pemerintah disebut “Somba” atau
“Raja”. Daerah TK.II Gowa pada hakikatnya mulai terbentuk sejak beralihnya
pemerintah Kabupaten Gowa menjadi Daerah TK.II yang didasari oleh terbitnya
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II,
Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, yang diperkuat Undang –Undang Nomor 2
Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II di Sulawesi (Tambahan Lembaran
Negara RI No. 1822).
Kepala Daerah TK.II Gowa yang pertama “Andi Ijo Dg Mattawang Karaeng
Lalowang “ yang juga disebut nama Sultan Muhammad Abdul Kadir Aididdin
Tumenanga Rijongaya, dan merupakan Raja Gowa yang terakhir (Raja Gowa ke
XXXVI).
Somba sebagai Kepala pemerintah Kabupaten Gowa didampingi oleh seorang pejabat
di bidang agama Islam yang disebut “kadi” (Qadli). Meskipun demikian tidak semua
Somba yang pernah menjadi Raja Gowa didampingi oleh seorang Qadli, hanya ketika
agama Islam mulai menyebar secara merata dianut oleh seluruh rakyat kerajaan Gowa
sampai ke pelosok-pelosok desa, yaitu sekitar tahun 1857 M. Qadli pertama yang
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diangkat oleh Raja Gowa bernama Qadli Muhammad Iskin. Qadli pada waktu itu
berfungsi sebagai penasehat Kerajaan atau Hakim Agama yang bertugas memeriksa
dan memutus perkara-perkara di bidang agama, demikian secara turun temurun mulai
diperkirakan tahun 1857 sampai dengan Qadli yang keempat tahun 1956.
Pada mulanya Kabupaten Gowa adalah sebuah Kerajaan di Sulawesi Selatan
yang turun temurun diperintah oleh seorang Kepala pemerintah disebut “Somba” atau
“Raja”. Daerah TK.II Gowa pada hakikatnya mulai terbentuk sejak beralihnya
pemerintah Kabupaten Gowa menjadi Daerah TK.II yang didasari oleh terbitnya
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II,
Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, yang diperkuat Undang –Undang Nomor 2
Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II di Sulawesi (Tambahan Lembaran
Negara RI No. 1822).
Kepala Daerah TK.II Gowa yang pertama “Andi Ijo Dg Mattawang Karaeng
Lalowang “ yang juga disebut nama Sultan Muhammad Abdul Kadir Aididdin
Tumenanga Rijongaya, dan merupakan Raja Gowa yang terakhir (Raja Gowa ke
XXXVI).
Somba sebagai Kepala pemerintah Kabupaten Gowa didampingi oleh seorang pejabat
di bidang agama Islam yang disebut “kadi” (Qadli). Meskipun demikian tidak semua
Somba yang pernah menjadi Raja Gowa didampingi oleh seorang Qadli, hanya ketika
agama Islam mulai menyebar secara merata dianut oleh seluruh rakyat kerajaan Gowa
sampai ke pelosok-pelosok desa, yaitu sekitar tahun 1857 M. Qadli pertama yang
diangkat oleh Raja Gowa bernama Qadli Muhammad Iskin. Qadli pada waktu itu
berfungsi sebagai penasehat Kerajaan atau Hakim Agama yang bertugas memeriksa
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dan memutus perkara-perkara di bidang agama, demikian secara turun temurun mulai
diperkirakan tahun 1857 sampai dengan Qadli yang keempat tahun 1956. Namun
Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 terbentuklah Kepala
Jawatan Agama Kabupaten Gowa secara resmi, maka tugas dan wewenang Qadli
secara otomatis diambil oleh Jawatan Agama. Jadi Qadli yang kelima, setelah tahun
1956, diangkat oleh Depertemen Agama RI sebagai Kantor Urusan Agama
Kecamatan Somba Opu (sekaligus oleh Qadli) yang tugasnya hanya sebagai do’a dan
imam pada shalat I’ed.  Dan Berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966
tanggal 3 Desember 1966, maka Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah
Sungguminasa secara resmi dibentuk dan menjalankan tugas-tugas peradilan
sebagaimana yang ditentukan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 .
Peresmian Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa ialah pada tanggal
29 Mei 1967.Sejak tanggal 29 Mei 1967 tersebut dapat dipimpin oleh Ketua
Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah K.H.Muh. Saleh Thaha (1967 s/d 1976)
Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa menjalankan kekuasaan
kehakiman di bidang Agama membawahi 18 Kecamatan yang terdiri dari 46
Kelurahan dan 123 Desa.
1. Profil Lembaga
Nama : Pengadilan Agama Sungguminasa
Alamat : Jalan Masjid Raya No. 25, Kelurahan Sungguminasa
Provinsi : Sulawesi Selatan
Kecamatan : sumba Opu
Kabupaten : Gowa
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2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sungguminasa
a. Visi
Mewujudkan Lembaga yang  memberikan  jaminan  kepastian  bagi
penyelengaraan  peradilan dan pelayanan.
b .   Misi
 Terwujudnya standar operasional prosedur dalam penyelenggaraan
persidangan dan pelayanan
 Menjadikan lembaga peradilan yang mampu dijangkau oleh Masyarakat
 Meningkatkan kinerja peradilan berbasis teknologi informasi
 mewujudkan pengelolaan anggaran berbasis kinerja
A. Pelembagaan Harta Bersama
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masalah harta bersama hanya di
atur secara singkat dan umum dalam Bab VII, hanya terdiri atas 3 pasal. Dan
tampaknya, undang-undang ini menyerahkan pelaksanaan penerapannya berdasar
ketentuan nilai-nilai hukum Adat.
Bagaimana halnya dalam syariat islam? Dalam al-Qura’n dan sunah tidak diatur.
Dalam kitab-kitab fiqh pun tidak ada yang membicarakan. Seolah-olah masalah harta
bersama kosong atau vakum dalam hukum Islam.
Sebaliknya, dalam kenyataan kesadaran kehidupan sehari-hari masyarakat Islam
di Indonesia sejak dari dulu hukum Adat mengenalnya, dan di terapkan terus menerus
sebagai hukum yang hidup. Apakah kenyataan ini di buang dari kehidupan
masyarakat? Tentu tidak mungkin. Lagi pula dari hasil pengamatan lembaga harta
bersama lebih besar maslahatnya dari pada mudaratnya. Atas dasar metodologi
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istishlah (mashlahah mursalah) dan ‘urf dan kaidah al-‘adah muhakkamah, KHI
melakukan pendekatan kompromostis dengan hukum Adat.
Lagi pula selain pendekatan kompromostis dimaksud, Prof. Ismail Muhammad
syah dalam disertasinya (1984: 282) telah mengembangkan suatu pendapat
“Pencaharian suami istri mestinya masuk dalam Rubu‘ mu‘ amalah. Lebih lanjut
dikatakan, oleh karena itu masalah pencaharian bersama suami isteri termasuk
perkonsian atau syarikat lebih lanjut mengenai masalah harta bersama talah saya
bahas dalam buku Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama (1990:
294-319).
Mengenai pokok-pokok hukum lembaga harta bersama yang diatur dalam Bab
XIII KHI, secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Harta bersama dipisah dari harta pribadi masing-masing:
1) harta pribadi tetap menjadi milik pribadi dan dikuasai sepenuhnya oleh
pemiliknya (suami atau isteri);
2) harta bersama menjadi hak bersama suami isteri dan terpisah sepenuhnya
dari harta pribadi.
b. Harta bersama terwujud sejak tanggal perkawinan dilangsungkan:
1) sejak itu dengan sendirinya terbentuk harta bersama;
2) tanpa mempersoalkan siapa yang mencari
3) tanpa mempersoalkan atas nama siapa terdaftar.
c. Tanpa persetujuan bersama, suami atau istri tidak boleh mengasingkan atau
memindahkan
d. Hutang untuk  kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama.
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e. Dalam perkawinan serial atau poligami, wujud harta bersama terpisah antara
suami dengan masing-masing isteri.
f. Apabila perkawinan putus (mati atau cerai):
1) harta bersama dibagi dua;
2) masing-masing mendapat setengah bagian;
3) apabila terjadi kematian, bagiannya menjadi tirkah.
g. Sita marital atas harta bersama di luar gugat cerai (pasal 95)
1) ketentuan ini perluasan dari pasal 24 ayat (2) c Peraturan Pemerintah Nomor
9 tahun 1975;
2) suami istri dapat meminta sita marital kepada Pengadilan Agama apabila
salah satu pihak boros atau penjudi.32
B. Faktor penyebab terjadinya perselisihan pembagian harta gono-gini
Kita ketahui bahwa pembagian harta untuk kedua belah pihak yang telah bercerai
Baik cerai talak ataupun cerai gugat, ataupun pembagian hara yang berdiri sendiri
memiliki potensi satu sama lain untuk membela hak-hak mereka termasuk dalam
segi hukumnya. Akan tetapi kita ketahui bahwa terjadinya perceraian karena
beberapa faktor, adapun salah satu dari faktor tersebut adalah antara kedua belah
pihak ada yang di rugikan hak-haknya, seperti yang kita ketahui bahwa harta
bersama adalah hak kedua belah pihak, akan tetapi kita lihat masih banyak di
antara suami istri tidak ingin membagi harta bersama (gono-gini) mereka dapat
kita lihat pada perkara No.505/Pdt.G/ 2016/PA.Sgm di sebabkan karena beberapa
faktor yang memicu salah satunya untuk tidak membagi separuh dari harta
32 Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional (Jakarta: Logos
Wacana Ilmu, 1999), h.61-63
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bersama yang mendapat menimbulkan konflik diantara keduanya. Padahal kita
ketahui pada keadilan normatif bahwa harta bersama harus di bagi dua separuh
suami dan separuh istri seperti yang terdapat pada Pasal 96 KHI (Kompilasi
Hukum Islam):
Pasal 96
3) Apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan
yang hidup lebih lama.
4) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri, yang istri atau
suaminya hilang, terus di tagguhkan sampai adanya kepastian matinya yang
hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama.
Penjelasan pada pasal 96 ayat 1  separuh harta bersama diberikan pada salah satu
pihak yang masih hidup, contohnya apabila istri masih hidup istri berhak mendapat
separuh harta dari harta bersama artinya harta bersama ini tetap dibagi separuh-
separuh untuk kedua belah pihak atau salah satu pihak yang ditinggalkan dalam artian
separuh harta istri sepenuhnya milik istri dan tidak dapat diganggu gugat sedangkan
menurut Ahmad Nur selaku ketua pengadilan agama sungguminasa berpendapat,
untuk harta suami ketika meninggalkan harta, maka harta bersama tersebut menjadi
warisan dan  yang ditinggalkan. dan harta warisan ini harus dibagi kepada kerabatya
atau ahli warisnya  seperti istri (kerabat), di mana istri termasuk kerabat dari si suami.
ayah atau garis lurus keatas (kerabat dekat suami) istri disini tetap medapat harta yang
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ditinggalkan karna istri juga termasuk ahli waris dari suami jika tidak ada anak istri di
sini mendapat ¼. 33
Akan tetapi banyak kita temui di lapangan dimana sebelum terjadi perkawinan,
calon suami tidak mempunyai pekerjaan atau mata pencarian tetap, sementara calon
istri telah mempunyai penghasilan tetap, apakah sebagai pegawai sipil, sebagai
pengusaha, dan lainya. Namun jauh sebelum pernikahan dilangsungkan sang istri
tahu dan menyadari bahwa suaminya adalah seorang pengangguran dan tidak
berpenghasilan. Dan setelah perkawinan berlangsung, sang suami berusaha dan
bekerja untuk memperoleh penghasilan, tetapi gagal. Ini juga yang menjadi salah satu
faktor yang memicu adanya pembagian  harta gono-gini dikarenakan salah satu
diantra pihak istri dan suai ada yang bekerja dan ada juga yang tidak bekerja.
Terhadap kasus semacam ini selayaknya bila terjadi perceraian diantara mereka
hakim-hakim dapat menetapkan bahwa semua hasil yang diperoleh istri selama dalam
perkawinan merupakan harta bersama yang harus dibagi diantara mereka berdua
dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 37 UUPerkawinan juncto Pasal 96 dan Pasal
97 Kompilasi Hukum Islam bahwa masing-masing suami istri mendapat separuh dari
harta bersama.
Tetapi jika terbukti dipersidangan bahwa suami adalah seorag pemalas, atau suami
yang mempunyai penghasilan tetapi menyembunyikan penghasilanya kepada istrinya,
maka jika terjadi perceraian diantara mereka, sudah sepantasnya Hakim menetapkan
bahwa semua penghasilan yang diperoleh dari jerih payah istri bukan merupakan
harta bersama, oleh sebab itu suami tidak berhak sama sekali terhadap hasil yang
33 Drs.. Ahmad Nur, M.H, Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara, Gowa, 28
februari 2017
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diperoleh istrinya tersebut karena tindakan suami telah menyimpangi ketentuan Pasal
34 ayat (1) UU Perkawinan, yang mengatur bahwa, " suami wajib melindungi istrinya
dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan
kemampuannya."34
Setelah saya melakukan wawancara dengan BapakDr. Muhammad Najmi
Fajri, S.HI., M.HI, Salah satu hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa dengan
membahas beberapa hal dan Pasal yang menyangkut harta bersama, termasuk pasal
96 di sini hakim mengatakan bahwa jika di dalam undang-undang harta harus di bagi
dua sesuai keadilan normatifnya.  maka sesuai prosedur undang-undang yang berlaku
hakim akan mengikutinya, akan tetapi hakim juga tidak serta merta akan mengikuti
aturan tersebut karena hakim harus mempertimbangan pembagian secara proposional
dalam pembagian harta bersama seperti dalam penjelasan sebelumnya, adapun faktor
lainya terjadinya pembagian harta bersama adalah salah satu dari pihak suami atau
istri meninggalakan seorang anak dan salah satunya menuntut hak harta bersama guna
mendapatkan sebagaian harta untuk anaknya, dapat kita lihat pada NO  perkara 325/
Pdt. G/2016/PA.Sgm yang dimana pada pernikahan kedua belah pihak awalnya baik-
baik saja namun ditengah perjalanan pernikahan mereka terjadi perselisihan yang
mengakibatkan hubungan keduannya tidak harmonis. Namun adapun contoh kasus
lain.  apabila dalam perkawinanan campuran kedua belah pihak salah satunya berasal
dari negara yang berbeda dan memiliki anak yang belum dewasa, serta dalam
pembagian harta bersama (gono-gini) harta tersebut telah di bagi 50% untuk suami
dan juga istri kita lihat secara hukum pembagianya sudah adil atau sudah mencapai
34 H. M. Anshary, Harta bersama perkawinan dan permasalahannya (Bandung: Mandar Maju,
2016), h.31-32
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keadilan normatifnya, akan tetapi anak dari kedua pihak ini tinggal bersama ibunya
dan segala kebutuhan anak tersebut diperoleh dari ibunya. jadi mestinya
pertimbangan hakim adalah membagi harta tersebut  sebagaimana porsi yang sifatnya
memberikan keadilan bagi kedua belah pihak atau sesuai dengan peraturan yang
berlaku atau dengan ijtihad hakim untuk membagi harta tersebut secara proposional.
Karena anak tersebut masih dibawah umur artinya belum dapat membiayai kehidupan
dirinya sendiri. Hal ini di lakukan hakim agar keadilan yang di tetapkan tidak
merugiakan salah satu pihak atas hak-haknya untuk kehidupan masa depan
keduanya.35
Berbicara tengtang keadilan untuk anak yang masih dibawah umur terkadang istri
meminta agar suami memberikan nafkah kepada anak-anaknya, hakim berpendapat
bahwa suami disatu sisi harus diberikan kemampuan, kekuatan, dorongan untuk
membiayai anak-anak mereka sampai mereka dewasa sesuai ketentuan undang-
undang karena itu adalah kewajiban orang tua. Sebagai bapak dari anak-anak mereka.
Nafkah tersebut harus mengalir kepada anaknya walaupun tidak berada dalam asuhan
ayahnya.
Adapun faktor lainnya dari pembagian harta gono-gini ini adalah akibat dari
ketidakharmonisan dalam rumah tangga, seringnya terjadi percekcokan dan
perselisihan yang berimbas pada hak asuh anak dan juga kepada pembagian harta
kekayaan yang dimana dalam pembagianya tergugat rekonvensi dihukum untuk
memberikan harta bersama kepada anak-anaknya dikarenakan telah ada perjanjian
yang menginkat antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi.
35 Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI, Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara,
Gowa, 17 januari 2017
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dapat kita lihat pada putusan Nomor 325/Pdt.G/2016/PA.Sgmdi mana si A dan si B
pernah hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat kediaman di makassar
yaitu di rumah kontrakan dan di rumah orang tua Pemohon dan rumah orang tua
Termohon selama kurang lebih 6 bulan, kemudian pindah di Takalar (di rumah dinas
tempat Termohon mengajar) selama 5 tahun, kemudian pindah di rumah bersama
Perumahan BTN Graha angrek Blok D.0 No.0, Kecamatan Pallangga, Kabupaten
Gowa. Duduk perkaranya adalah Bahwa kedua belah pihak sering cekcok dan
melakukan pertengakaran, percekcokan dan perkelahian  fisik sehingga terjadi
perceraian di antara keduanya di mana perkara halal yang paling di benci Allah swt,
serta terjadinya penuntutan hak oleh kedua belah pihak yaitu penuntutan atas harta
bersama. Jadi Salah satu faktor yang menyebabkan timbulntya perebutan harta
bersama ialah penuntutan hak oleh kedua belah pihak yang didapatkan selama dalam
pernikahan.
Dalam putusan ini majelis hakim telah melakukan perdamean antara kedua
belah pihak akan tetapi tidak berhasil lantaran masalah keduanya yang susah untuk
hidup rukun kembali. padahal kita ketahui bahwa Perdamean di lakukan untuk
mempersatukan keduanya agar dapat rukun kembali.Perdameaan dilakukan sebelum
terjadi perceraian atau penentutan hak beserta nafkah iddah untuk istri.
Berikut Penjelasan mengenai nafkah iddah dan mut’ah sebagaimana diatur
dalam pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan:
"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan
mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa benda atau uang, kecuali bekas
istri tersebut qabladdukhul (belum melakukan hubungan biologis-red); b.
memberikan nafkah, makan (tempat tinggal-red) dan kiswah (pakean-red) kepada
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bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau
nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Dengan mengacu kepada ketentuan pasal-
pasal diatas, maka pertimbangan hukum pengadilan tinggi agama tersebut yang
memberikan hak berupa nafkah iddah dan mut’ah terhadap istri yang dinyatakan tidak
nusyuz, merupakan pertimbangan yang telah berdasarkan hukum. Sebab menurut
ketentuan pasal diatas, nafkah iddah dan mut’ah dinyatakan gugur bagi bekas istri
yang nusyuz.36
Sedangkan menurut hakimDr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.
dipengadilan agama sungguminasa, bahwasanya nafkah iddah di berikan karena
sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku kecuali jika istri melakukan
perbutan yang melawan hukum, maka istri tidak dapat menuntut nafkah iddah dan
mut’ah37. Seperti istri melakukan perbuatan yang tercela seperti terbukti  berzina
maka istri tidak akan diberikan nafkah iddah dan mut’ah. Karena dengan alasan yang
jelas dan telah terbukti akan kesalahanya tersebut.
36 H.M, Harta bersama perkawinan dan permasalahannya, (Bandung: Mandar Maju, 2016),
h.208
37 Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI, Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara,
Gowa, 17 januari 2017
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C. Upaya penyelesaian ketidakseimbangan pembagian harta gono-gini di tinjau
dari hukum islam
Dalam hukum islam atau dalam KHI (kompilasi hukum islam) Harta bersama
adalah harta yang di peroleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama
dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama
siapapun. Akan tetapi ketika kita lihat saat sekarang ini perdebatan tengtang harta
bersama marak terjadi di kehidupan rumah tangga suami istri yang akan bercerai atau
telah bercerai di satu sisi tugas hakim bertambah untuk mengadili keduanya dalam
mentaati undang-undang ataupun ijtihad hakim, ketika majelis hakim telah
memutuskan pembagian harta bersama karena harta bersama ini sangatlah penting
bagi keduanya untuk  melangsungkan kehidupan ketika telah terjadi perceraian di
antara kedua pihak suami dan istri yang telah bercerai.
Dalam wawancara saya dengan Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI hakim
di pengandilan agama sungguminasa di dalam mengupayakan agar penyelesaian harta
bersama ini harus  proposional, hakim harus menganalisis kehidupan sosial di antara
keduanya untuk mendapaatkan keadilan sosial seperti: apabila suami bekerja dan istri
hanya di rumah maka istri tetap mendapatkan andilnya sebagai istri karena istri
selama ini telah mengabdikan hidupnya kepada suami dan berkontribusi penuh untuk
menata rumah tangga dan pekerjaan rumah tangga. Tentunya dalam hal ini istri tetap
mendapatkan separuh harta bagian dalam harta gono-gini karena ini adalah hak istri
sesuai ketetapan undang-undang yang berlaku. Akan tetapi bagaimana jika suami
menuntut haknya yang dimana pembagianya harus sesuai dengan konstribusi suami
yang bekerja diluar dengan hasil perolehan selama bekerja, maka hasil tersebut harus
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diberikan kepadanya. Akan tetapi hakim tetap pada Undang-Undang yang berlaku
selama tidak ada perjanjian yang mengikat antara keduanya dalam membagi harta
bersama selama dalam masa perkawinan dalam perolehan harta Dan juga dalam kasus
lain apabila keduanya telah memiliki anak dan anak tersebut dipelihara oleh salah
satu pihak, maka hakim di sini melakukan putusan yang seadil adilnya kepada kedua
belah pihak, agar kebutuhan atau nafkah anak dapat terpenuhi seperti dalam nikah
campuran salah  satu dari pihak suami  kembali ke Australia atau di negara asalnya
dan di antara pihak suami dan pihak istri keduanya telah memiliki  seorang anak
maka dalam pembagian harta gono-gini misalnya 50% suami dan 50% istri dalam
ketetapan undang-undang separuh pembagian harta tersebut sudah benar dan sesuai
prosedur yang ada dan termasuk pada keadilan normatif, akan tetapi apabila anak
tersebut sudah dewasa dan di pelihara oleh ibunya dan anak tersebut makan dan
minum serta segala kebutuhan di tutupi dari harta ibunya, menurut hakim 50:50 dari
harta tersebut belum cukup untuk istri maka hakim berpendapat lain di lihat dari
kondisi yang ada hakim membagi untuk  bagian istri lebih besar, maka hal ini dapat
di sebut adil. ketika salah satu pihak memelihara anak tersebut karena  tidak ada
nafkah hadonah dari istri tidak tertutupi oleh kebutuhan yang di berikan kepada
anak.38 Mengenai Hal ini jika kita lihat dari ijtihad hakim sangat bertengtangan
dengan undang-undang yang ada. Di sisi lain separuh harta yang didapatkan oleh
suami akan berkurang untuk pemenuhan kebutuhan atau masa depan suami yang
telah bercerai dengan istrinya, disertai dengan pembagian harta bersama yang dimana
si istri mendaptkan porsi yang lebih banyak dari ketentuan hukum yang berlaku.
38 Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI, Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara,
Gowa, 17 januari 2017
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Dari sisi segi sosial hak suami untuk pemenuhan hidup dimasa yang akan datang
berkurang akan tetapi.
Apabila selama perkawinan kedua belah pihak telah melakukan pengabungan
harta atau percampuran harta, bahkan ada salah satu pihak dari keluarga yang
berpendapat bahwa harta bersama mereka adalah  sebagian dari haknya.  Maka Pihak
ini dapat di sebut pihak ketiga (Tussenkomst).39
Tussenkomst ialah masuknya pihak ketiga sebagai pihak yang berkepentingan ke
dalam perkara perdata yang sedang berlangsung untuk membela kepentingan kedua
belah pihak, (yaitu penggugat dan tergugat) yang sedang berperkara. Dalam suatu
perkara biasanya terdapat dua pihak yaitu penggugat dan tergugat. Dengan
keterlibatan pihak ketiga yang berdiri sendiri dan membela kepentingannya sendiri,
maka pihak ketiga ini melawan kepentingan penggugat dan terggugat. Dapat kita lihat
pada contoh kasus Nomor 426/Pdt.G/2016/PA.Sgm Pengadilan Agama
Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:
Si A: umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD),
pekerjaanpetani, bertempat tinggal di Dusun RT.000 RW.000 Kecamatan
Tombolo Pao Kabupaten Gowa, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi.
39 Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI, Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara,
Gowa, 17 januari 2017
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M e l a w a n
Si B: umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD),
pekerjaan petani, bertempat tinggal di DusunRT.000 RW.000 Kecamatan
Tombolo Pao Kabupaten Gowa, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat
Rekonvensi.
Dalam putusan tersebut terdapat pula nafkah anak yang dibebankan kepada salah satu
pihak dalam berperkara. Akan tetapi karena pihak ketiga tidak mengajukan bukti
yang kuat pada dalilnya maka harta tersebut hakim mengatakan itu adalah harta
bersama. Dan jika pihak ketiga ini merasa ada sebagian haknya maka pihak ketiga
tersebut dapat mengajukan gugatan balik.Dan perlu kita ketahui cirri-ciri, syarat dan
keuntungan tussenkomst:
Ciri-ciri tussenkomst:
1. Sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dan berdiri sendiri
2. Adanya kepentingan untuk mencegah timbulnya kerugian, atau kehilangan
haknya yang terancam.
3. Melawan kepentingan kedua belah pihak yang berperkara.
4. Dengan memasukkan tuntutan terhadap pihak-pihak yang berperkara
(penggabungan tuntutan).
Syarat-syarat tussenkomst:
1. Merupakan tuntutan hak.
2. Adanya kepentingan hukum dalam sengketa yang sedang berlangsung.
3. Kepentingan tersebut haruslah ada hubunganya dengan pokok sengketa yang
sedang berlangsung.
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4. Kepentingan mana untuk mencegah kerugian atau mempertahankan hak pihak
ketiga.
Keuntungan tussenkomst:
1. Prosedur beracara dipermudah dan disederhanakan.
2. Proses berperkara dipersingkat.
3. Terjadi pengabungan tuntutan.
4. Mencegah timbulnya putusan yang saling bertengtangan.
Adapun prosedur acara tussekomst:
Pihak ketiga yang bersangkutan mengajukan gugatan kepada ketua pengadilan
agama dengan melawan pihak yang sedang bersengketa yaitu penggugat dan tergugat
dengan menunjuk nomor dan tanggal perkara yang dilawan tersebut. Surat gugatan
disusun seperti gugatan biasa dengan memutar identitas, posita dan petitum. Surat
gugatan tersebut di serahkan di meja pertama yang selanjutnya diproses sesuai
gugatan biasa, dengan membayar tambahan panjar biaya perkara tetapi tidak diberi
nomor perkara baru melainkan memakai nomor perkara yang dilawan tersebut dan
dicatat dalam Register, nomor dan kolom yang sama.40
Sesuai kesepakatan mereka maka keduanya harus siap menerima sangsi dari
majelis hakim.
40 H.A. Mukti arto, PRAKTEK PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN AGAMA,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008), h.110-112
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D. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa di Dalam
memutuskan Pembagian harta bersama.
Dalam pembagian harta bersama apabila keduanya ingin membagi harta bersama
tersebut maka mereka harus membaginya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
yang berlaku yang itu separuh untuk suami dan separuh untuk istri. Dan apabila
permasalahnya mereka memiliki seorang anak dan ingin melibatkan anak-anak
mereka maka terlebih dahulu harus membagi separuh untuk istri dan separuh untuk
suami dan apabila salah satunya ingin memberikan harta mereka kepada anak maka
itu hak mereka dengan syarat harta tersebut telah di bagi dua oleh hakim atau
muhakam. Karena dalam pembagian harta bersama tidak ada hak anak apabila
keduanya masih hidup kecuali apabila ada di antara salah satu pihak yang telah wafat
(meninggal). maka pembagian harta tersebut dapat di berikan kepada anak karena
anak juga mempunyai hak di dalamnya. Contoh apabila suami meninggal maka istri
tersebut mendapat 1/8. Karena ada hak anak di dalamnya. Dan apabila keduanya
masih hidup dan ingin memberikan satu objek atau sebagian harta maka itu adalah
hak kedua belah pihak yang berselisih maka putusan hakim akan menjadikan
kesepakatan tersebut sebagai dasar putusan atas dasar mereka telah bersepakat dari
awal jika ada salah satu objek yang ingin di berikan kepada anak-anaknya.
Pada wawancara saya dengan salah satu hakim anggota dipengadilan gama
sungguminasa yaitu Bapak Uten Tahir S.HI.,MH beliaw mengatakan dalam kasus
harta bersama pada umumnya yang kita dapatkan dilapangan adalah pembagian harta
bersama yang dibagi dua antara pihak yang bersengketa dapat kita lihat pada NO
Perkara 505/P.dt. 2016/PA. Sgm. Yang di mana salah satu pihak tidak ingin membagi
harta bersama. ini tentunya menyimpangi pada ketentuan undang-undang yang
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berlaku dan tidak adil di kalangan pihak istri ataupun suami yang perlu diperhatikan
adalah pengertian harta bersama adalah harta yang didapat selama proses perkawinan
berlangsung karena yang kita ketahui dalam proses pernikahan terdapat macam-
macam harta dimana yang kita ketahui ada harta bawaan dan harta prolehan yang
dimana diantara kedua belah pihak atau yang bersengketa telah melakukan
pencampuran harta baik harta bersama, harta perolehan ataupun harta bawaan dan
dalam pencampuran tersebut mereka telah melakukan kesepakatan bersama dimana
dalam perjanjian tersebut mereka telah melakukan peleburan harta yang otomatis
dalam ketentuan undang-undang jika dilihat dari kasus yang ada maka harus dibagi
dua sama rata sesaui hasil yang didapatkan atau diperoleh selama dalam masa
perkawinan. Dan dalam hal pencantungan harta bersama jika keduannya telah
melakukan penggabungan penghasilan otomatis itu adalah harta bersama kecuali ada
perjanjian Jika tidak ada perjanjian maka harta dapat dikuasai oleh masing-masing
pihak yang bersengketa. Untuk bagaimana dalam prakteknya hakim dapat
menetapkan bahwa itu adalah harta bersama yaitu hakim harus melihat apakah harta
tersebut diperoleh selama masa perkawinan, jika harta itu terbukti maka harta tersebut
adalah harta bersama akan tetapi hakim juga harus melihat keadaan yang ada
contohnya apabila istri yang berkonstribusi lebih banyak ketimbang suami yang
kerjaanya hanya di rumah maka tetap menerima harta bersama akan tetapi
pembagiannya berbeda sesuai dengan bukti yang di dapatkan hakim. Nah sebaliknya
jika istri yang dirumah maka itu suda kewajiban istri secara tegas terdapat pada pasal
34 ayat (2) UUPerkawinan adalah mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
Karena istri dirumah bukan berarti dia tidak mempunyai peran dalam berkonstribusi
mengatur urusan rumah tangga jadi jika apabila terjadi persengketaan harta bersama
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maka harta tetap dibagi dua sama rata. Bukan berarti hakim tidak ingin membagi
sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku melaingkan hakim melihat
kasus yang terjadi dan ijtihad hakim akan melihat apabila diantara kedua belah salah
satunya yang lebih berhak atas perolehan harta bersama. Dan mengenai utang dari
kedua belah pihak yang di bawa masuk dalam perkawinan jika ada perjanjian maka
utang tersebut dapat dikatakan harta bersama yang harus lunas contohnya mereka
melakukan pencicilan rumah yang dimana rumah tersebut di katakana harta bersama
dimana keduanya mencicil, dan cicilan yang lewat tersebut dikatakan harta bersama
dalam artian uang yang digunakan untuk mencicil dapat dikatakan harta bersama
akan tetapi rumah tersebut belum bisa dikatakan kepemilikan karena rumah tersebut
belum lunas. Dan jika salah satu pihak ingin melunasi objek yang masi dalam cicilan
maka salah satu pihak dapat menggugat sesuai nilai pelunasanan yang dilakukan oleh
objek rumah tersebut agar harta bersama dapat dibagi sesuai hasil yang telah ia
keluarkan. Dan jika keduanya yang ingin melunasi objek tersebut maka kepemilikan
objek tersebut adalah milik mereka berdua yang dapat mereka gugat untuk hasilnnya
dibagi dua akan tetapi kasus seperti ini terkendala pada proses eksekusinnyaJika
kasus objek yang disengketakan masi dalam proses pelunasan. Namun jika sebliknya
diantra kedua belah pihak melakukan pemijaman terdap bang maka dapat ditetapkan
bahwa itu adalah utang bersama yang harus mereka lunasi. 41
41 Uten tahir, S.HI., M.H, Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara, Gowa, 22 januari
2017
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E. Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa.
Tahun N0 Perkara Tgl selesai perkara
2016 325 31 oktober 2016
2016 426 28 Desember 2016
2016 505 30 Agustus 2016
Tahun N0 Perkara Dalam proses
2017 79 15 agustus 2017
2017 192 10 agustus 2017
2017 237 9 agustus 2017
Setelah di analisa beberapa kasus yang masuk di Pengadilan Agama
Sungguminasa sedikit diantaranya masi dalam proses yang cukup panjang di sini
dapat dilihat kecakapan Para hakim dalam memutuskan suatu perkara Harta
bersama. Menimbang dan mencari letak keadilan pembagian juga masi harus
membutuhkan waktu yang relatif lama tergantung kasus yang telah diterima, dan
ijtihad hakim terus berjalan selama kasus tersebut tidak ditemukan jalan keluarnya
dan hakim harus terus berusaha dengan memeperhatikan petunjuk UU dan KHI serta
tidak lepas dari Al-Quraan dan Hadis.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Kita ketahui faktor yang menyebabkan terjadinya perselisihan harta gono-
gini di sebabkan salah satu pihak menuntut harta bersama tersebut dibagi
karena adanya perceraian. Serta ada juga yang ingin pembagianya sesuai
aturan hukum ada pula yang tidak taat akan aturan yang berlaku. sehingga
menyalahi aturan hukum.
2. Setalah melihat faktor yang terjadi didalam perselisihan harta gono-gini
upaya penyelesaian ketika di tinjau dari sudut hukum islam, dapat dilihat
pada pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang bunyinya “ janda atau duda
cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang
tidak di tentukan lain dalam perjanjian hukum islam. Dari pasal tersebut
kita dapat lihat jika harta harus dibagi dua akan tetapi banyak kita
temukan kasus yang telah melakukan perjanjian untuk meleburkan harta
bersama dan ketika bercerai salah salah satunya menuntut semua harta.
3. Setelah hakim melihat dan menganalisis dan mendapatkan bukti yang
kuat dan sesuai ijtihad hakim maka putusan dinyatakan akan diproses
agar kedua belah pihak hak haknya dapat terpenuhi sesuai harapan kedua
belah pihak. Dan jika di tegah persidangan ada orang ketiga atau
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(tussekomst) maka pihak tersebut dapat mengajukan gugatan , apabila ada
hak-haknya di dalam proses pembagian harta gono-gini.
B. Implikasi Penelitian
Sebuah penelitian senantiasa memberikan implikasi, adapun implikasi dari
penelitian ini ialah sebagai berikut:
1. Sebaiknya penyelesaian ketidakseimbangan harta gono-gini dilakukan dengan
cara-cara yang telah diterapkan oleh undang-undang dan kalaupun peran
ijtihad hakim sangat membantu maka sebaiknya hakim menyimpulkan dengan
tepat apa saja yang harus dilakukan demi keseimbangan pembagian harta
gono-gini.
2. Sebaiknya dalam menyelsaikan masalah peran pengadilan agama
sungguminasa lebih detail lagi dalam membagi harta sesuai dengan
Penempatan dan kejelasan aturan sebaiknya harus lebih jelas agar masyarakat
dapat membedakan peraturan kompilasi hukum islam dan peraturan yang
berkembang di tegah tengah masyarakat.
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Pedoman wawancara
A. Pedoman wawancara putusan 426
(Hakim)
1.) kenapa penggugat rekonvensi tidak di bebani nafkah untuk ke tiga anaknaya,
pada perkara Nomor 325 ?
2.) Bagaimana jika terjadi persatuan hasil dari pendapatan suami dan istri
(pencampuran Harta)?
3.) Dalam harta bersama putusan 426 tergugat mengatakan ada sejumlah uang
atau harta dari hasil pembelian ibunya, bagaimana pertimbangan hakim
mengenai hal ini, apakah hal ini menjadi salah satu faktor terhambatnya
pembagian harta bersama?
4.) Penguggat Rekonvensi, berkewajiban memberi nafkah kepada anak,
bagaimana  jika salah satu pihak tidak ingin memberikan nafkah kepada anak
di sebabkan harta yang telah di bagi cukup untuk pemenuhan hidup oleh salah
satu pihak yang mengasuh anak tersebut  ?
6). Mengenai hutang (utang) dari kedua belah pihak apakah di bebankan pada
harta bersama-sama atau sebaliknya harta perolehan masing-masing atau harta
bawaan masing-masing?
7.) Mengapa dalam cerai mati apabila tidak ada anak kerabat dari salah satu pihak
berhak mendapatkan harta dari pembagian harta bersama?
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C. Sita Harta Bersama
(Hakim dan ketua pengadilan)
1) Bagaimana Permohonan sita harta bersama diajukan oleh pihak istri/suami
terhadap harta perkawinan, baik yang bergerak atau tidak
bergerak.?
2) Bagaimana Suami atau isteri dapat meminta pengadilan agama/mahkamah
syar’iyah untuk meletakkan sita harta bersama tanpa adanya
permohonan gugatan cerai/cerai talak, Jika salah satu pihak
melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan
harta bersama, seperti: judi, mabuk, boros, dan lain
sebagainya. (Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam)
apakah harta bersama masih bisa untuk dibagi separuh separuh sesuai ketentuan
dalam undang-undang.
3) Bagaimana bapak/ibu melihat tengtang kasus harta bersama yang melibatkan anak-
anak mereka sebagai pemegang dari harta tersebut’apakah dalam undang-undang
anak dapat andi dalam hal ini?
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